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Skripsi ini adalah hasil penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan 
bagaimana analisis ketentuan pengembalian hadiah khitbah dalam UU. Yaman No. 
27 tahun 1998 M dan bagaimana analisis mas}lah}ah mursalah terhadap ketentuan 
pengembalian hadiah khitbah dalam Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M.  
Data penelitian dihimpun melalui studi dokumen (literature study). Selanjutnya 
dianalisis dengan teknik kualitatif deskriptif analitik yang akan membahas tentang 
putusnya proses peminangan atau khitbah dalam Undang-Undang Yaman No. 27 
tahun 1998 M kemudian akan dianalisa menggunakan teori Mas}lah}ah Mursalah.  
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hasil analisis ketentuan pengembalian 
hadiah khitbah dalam Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M adalah sebuah 
aturan pemerintah Yaman yang diperlukan meskipun tidak adanya ketentuan nas 
Alquran ataupun hadis sebagai acuan istinbat hukum. Meskipun ketentuannya sudah 
dibahas oleh Ulama’ Imam Mazhab namun pembahasnnya hanyalah pendapat fikih 
Ulama’ mazhab saja dan belum berkekuatan tetap. Aturan legislasi dari qo>nu>n ini 
bertujuan untuk memberikan jawaban dari persoalan-persoalan yang bisa terjadi 
akibat putusnya peminangan atau khitbah dan kemanfaatannya dapat digunakan 
bagi seluruh penduduk Yaman ataupun penduduk negara lainnya jika memiliki 
persamaan dalam permasalahan tersebut. Adapun hasil analisis mas}lah}ah mursalah 
terhadap ketentuan pengembalian hadiah khitbah dalam Undang-Undang Yaman 
No. 27 tahun 1998 M adalah sebuah pertimbangan istinbat hukum di negara Yaman 
yang berasal dari mas}lah}ah mursalah karena: Pertama, tidak adanya aturan secara 
tegas yang menjelaskan tentang ketentuan pengembalian hadiah khitbah di dalam 
nas ataupun hadis dan dalil-dalil qat}’i. Kedua, kemaslahatan yang terkandung di 
dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Yaman No. 27 Tahun 1998 M tidak 
terdapat dalil yang menolaknya karena kategorinya sejenis dengan maqa}>s}id shari’ah 
yang sama-sama memiliki tujuan agar terwujudnya syariat yang bersifat d}aru>ri> atau 
pokok, sehingga kemanfaatannya dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Yaman. 
Ketiga, hasil ketetapan pengambilan hukum baru mengenai ketentuan pengembalian 
hadiah khitbah di dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 
1998 M adalah maslahat yang bersifat umum bagi seluruh masyarakat dan umat 
Islam khususnya.  
Sejalan dengan kesimpulan di atas, pihak yang berkaitan dengan pengembalian 
hadiah pasca putusnya khitbah disarankan; Pertama, sepantasnya masyarkat perlu 
adanya kearifan dan kebijaksanaan dalam menyikapi perbedaan adat istiadat tentang 
pengembalian hadiah khitbah setelah putusnya khitbah, tidak terkecuali tentang 
perbedaan dalam prosesi khitbah di masing-masing penjuru dunia. Kedua, adapun 
Undang-Undang Yaman yang dikaji adalah sebagai contoh negara yang berani 
mencetuskan hukum baru bagi masyarakatnya dengan harapan mampu menjadi 
cerminan pemerintah dalam menjawab problematika perbedaan adat proses pasca 
khitbah di masyarakat Indonesia. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pernikahan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 
seorang wanita yang akan menjadi suami isteri dengan tujuan untuk membentuk 
keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada 
ketuhanan Yang Maha Esa.
1
 Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI 
arti perkawinan atau pernikahan adalah sebagai akad yang sangat kuat atau 
mi>tha>qan ghali>z}an untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah 
merupakan ibadah.
2
 Kata pernikahan menurut istilah Hukum Islam sama dengan 
kata al-nika>h} berasal dari kata kerja nakah}a menurut bahasa: al-jam’u dan al-
d}ammu yang artinya menghimpit, menindih atau berkumpul, sedangkan nikah 
mempunyai arti kiasan yakni ‚wat}a>‛ yang berarti ‚setubuh‛ atau ‚aqdun‛ yang 
berarti ‚akad‛  atau berarti mengadakan perjanjian pernikahan.3 
Pengertian perkawinan atau pernikahan tersebut, tidak ditemukan 
pertentangan satu sama lain, karena pada intinya secara sederhana semuanya 
dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian perkawinan atau pernikahan adalah 
perjanjian antara calon suami dan calon isteri untuk membolehkan bergaul 
sebagai suami isteri guna membentuk suatu keluarga sesuai syariat Islam.  Hal 
ini sesuai dengan firman Allah dalam Alquran Surah Ar-Rum ayat 30: 
                                                          
1
Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan. 
2Amandemen UU Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006, UU Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 
dan Kompilasi Hukum Islam (Media Center), 120. 
3
Abu> Bakr Muhammad ibn h}usayn al-Shafi>’i>, Kifa>yat al-Akhya>r fi> H}alli Ghaya>t al-Akhtis}ar, 
(Surabaya: Darul Ilmi, 2008), 31. 



































ْىلىعىجىكْاىهٍػيىًلإْاوينيكٍسىًتلْا نجاىكٍزىأٍْميكًسيفٍػنىأٍْنًمٍْميكىلْ ىقىلىخٍْفىأًًْوتاىيآٍْنًمىكْنةىٍحْىرىكْنةَّدىوىمٍْميكىن ٍػيىػب  ْْۚ ىكًل َٰىذْفَِّْفًإ
ْىفكيرَّكىفىػتىػيْ
ـوٍوىًقلْ وتاىي ىلَ 
 
       Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya 




Penjelasan ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa Allah Swt 
menciptakan manusia yang berbeda-beda jenisnya yakni memiliki maksud atau 
maqa>s}idus shari>’ah tersendiri agar para manusia dapat berfikir atas kehendak dan 
kebesarannya. Sasaran utama dari disyari’atkannya pernikahan dalam Islam di 
antaranya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan 
keji, yang dapat merendahkan dan merusak martabat manusia yang derajatnya 
lebih tinggi dibandingkan makhluk Allah yang lainnya. Islam memandang 
pernikahan sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari 
kerusakan, serta melindungi masyarakat dari kekacauan. 
Islam mengajarkan bahwa tahapan pertama dalam pernikahan adalah 
khitbah karena peminangan atau khitbah adalah suatu langkah pendahuluan  
menuju  ke arah  perjodohan  antara  seorang  laki-laki  dan  perempuan, dalam  
pelaksanaan  khitbah  biasanya  masing-masing pihak saling menjelaskan 
keadaan dirinya atau keluarganya. Tujuannya tidak lain untuk menghindari 
terjadinya kesalah pahaman di antara kedua belah pihak karena belum 
mengetahui keadaan masing-masing pihak. Oleh karena itu syariat Islam 
menghendaki pelaksanaan pranikah yakni peminangan atau khitbah untuk 
                                                          
4
Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran Tajwid dan Terjemahannya Dilengkapi dengan 
Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih, (Bandung : LPMA, 2010), 406. 



































memudahkan kedua pasangan manusia yang akan melangsungkan pernikahan, 
agar dapat membangun keluarga yang didasarkan atas cinta. Menurut tradisi ahli 
shara’, pedahuluan transaksi nikah disebut khitbah.5 Sebagaimana yang 
dijelaskan di dalam hadis: 
ْىةىريىريىًْبِىأٍْنىعْ ىبىطىخْاىذا"ْ:ْملسْكْويلعْللهاْىلصْللهاْؿوسرْؿاقْ:ْؿاقْ ىكْيوىنيًدْ ىفوىضرىتٍْنىمْميكٍيىلًإ
" هضًيرىغْهداىسىفْ ىكًْضرىلأاًْفِْهةىن ٍػتًفٍْنيكىتْاويلىعفىت َّْلاإْ.يهوهيجّْكىزىػتىػفْيوىقيليخ 
        
 Rasulullah saw bersabda: ‚Jika telah datang kepada kalian siapa (lelaki) yang 
kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia (dengan anak perempuan 





Penjelasan hadis tersebut dapat memberikan pemahaman bahwa khitbah 
atau peminangan merupakan pernyataan yang jelas atas keinginan untuk 
menikah, hal tersebut merupakan langkah awal untuk menuju pernikahan. Hukum 
adat menentukan bahwa sebelum melangsungkan ikatan perkawinan guna 
membentuk suatu keluarga atau rumah tangga bahagia, seseorang harus terlebih 
dahulu melakukan peminangan atau khitbah dari pihak yang satu kepada pihak 
yang lain sesuai dengan tata cara adat masing-masing masyarakat adat.
7
 
Ketika pelaksanaan khitbah atau peminangan di berbagai daerah 
Indonesia dilangsungkan, maka tidaklah sama karena perbedaan latar belakang 
adat masing-masing, tetapi pada umumnya peminangan atau khitbah dilakukan 
oleh pihak keluarga atau kerabat laki-laki kepada pihak keluarga perempuan 
dengan membawa barang-barang dan makanan atau peningset sebagai tanda 
                                                          
5
Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat (Jakarta: 
Amzah, 2009), 7-8. 
6
Ima>m Abu> Mu>s>a bin Isa> bin Suroh at-Turmidhi>, Al-Ja>mi’ As-S}ahi Sunan At-Turmidhi>, (Mesir: 
Mus}t}ofa> Al-Ba>bi> Al-Halabi, 1977), 394. 
7
Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar (Bandung: PT Refika Aditama), 67. 



































keseriusan pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Kebiasaan dalam proses 
peminangan atau khitbah yakni kedua belah pihak saling bertemu dan kemudian 
melakukan prosesi tukar cincin dan memberikan barang-barang berupa makanan, 
pakaian dan lain sebagainya. Satu hal yang berbeda adalah pelaksanaan 
peminangan atau khitbah yang terdapat di lingkungan masyarakat Indonesia 
mengenai ketentuan barang-barang yang diberikan dan ketentuan tata cara 
pengembalian barang tersebut apabila terjadi putusannya peminangan atau 
khitbah sebelum pernikahan terjadi, karena belum adanya aturan yang 
menetapkan ketentuan pemberian barang-barang ketika peminangan atau khitbah 
dan tata cara pengembalian barang-barang pemberian tersebut ketika 
peminangan atau khitbah karena faktor lingkungan adat yang bermacam-macam, 
maka banyak menimbulkan sengketa di tengah-tengah masyarakat Indonesia. 
Padahal proses khitbah di masyarakat Indonesia itu sebagai lambang penyatuan 
kedua calon mempelai walaupun belum memiliki ikatan yang kuat sebagaimana 
akibat hukum pernikahan. Dalam pelaksannan khitbah di dalam KHI hanya 
menjelaskan secara luas mengenai tata cara khitbah atau peminangan sebab 




(1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas 
memutuskan hubungan peminangan. 
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Kompilasi Hukum Islam Pasal 13. 



































(2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara 
yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga 
tetap terbina kerukunan dan saling menghargai. 
Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan pedoman bagi 
masyarakat muslim Indonesia tentang hukum keluarga yang salah satu 
pembahasannya mengenai khitbah menyatakan bahwa: Penjelasan KHI dalam 
Pasal 13 ayat 2 telah memberikan solusi agar putusnya prosesi khitbah tidak 
menimbulkan sengketa sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai. 
Namun nyatanya masih banyak terjadi sengketa di masyarakat Indonesia akibat 
belum adanya aturan yang jelas mengenai tata cara pengembalian barang-barang 
atau hadiah khitbah.  
Sedangkan di salah satu negara muslim lainnya yakni Yaman sudah 
mengatur secara tegas dan jelas mengenai tata cara ketika terjadi putusnya 
khitbah dengan aturan pengembalian barang-barang hadiah khitbah sebagai 
jawaban bagi persoalan sengketa yang berasal dari beberapa perbedaan adat 
mengenai tata cara pengembalian hadiah khitbah di masyarakat. Hal ini sesuai 
dengan Undang-Undang No. 27 Tahun 1998 M Pasal 4:
9
 
(1) Kedua belah pihak boleh membatalkan proses khitbah. 
(2) Apabila pihak wanita yang membatalkan, maka ia wajib mengembalikan 
hadiah khitbah. Apabila hadiahnya sudah lenyap maka ia cukup 
mengembalikan ganti atau harganya, harga ini sesuai dengan harga di hari 
penerimaan tersebut. 
                                                          
9
Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M Pasal 4 bab Khitbah. 



































(3) Apabila pihak pria yang membatalkan, ia tidak diwajibkan apa apa. 
(4) Jika batalnya disebabkan kematian atau bukan dari keinginan kedua belah 
pihak atau faktor luar, biasanya jika hadiahnya sudah lenyap maka tidak 
wajib mengembalikannya. 
Dilanjutkan dengan Pasal 5 :
10
 
(1) Apabila pembatalan ini mengakibatkan kerugian, maka pihak yang 
menyebabkan batalnya proses khitbah harus menanggung apa yang 
ditetapkan hakim sebagai ganti rugi jika kedua belah pihak membawanya 
ke pengadilan. 
Adapun aturannya dijelaskan di dalam qo>nu>n Yaman Undang-Undang No. 
27 Tahun 1998 M tentang hukum keluarga yang menjadi acuan penyelesaian 
sengketa masyarakat Yaman yang berkaitan dengan pernikahan salah satunya 
tentang khitbah. 
Berlandaskan dari penjelasan latar belakang di atas bahwasanya penulis 
berkeinginan mengkaji atau meneliti tentang adanya mas}lah}ah mursalah dalam 
Undang-undang Yaman No. 27 tahun 1998 tentang hukum keluarga pada bab 
khitbah yang menjadi solusi bagi masyarakat Yaman yang bersengketa mengenai 
kasus putusnya prosesi khitbah, maka dari itu penulis tetarik untuk megangkat 
judul ‚Analisis Mas}lah}ah Mursalah Tentang Ketentuan Pengembalian Hadiah 
Khitbah Dalam Undang-Undang Yaman No. 27 Tahun 1998 M ‛. 
 
 
                                                          
10Ibid., Pasal 5. 




































B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
Berdasarkan pemaparan latar belakang, penulis dapat mengidentifikasi 
beberapa masalah yang muncul dari permasalahan di masyarakat tentang 
ketentuan cara pengembalian hadiah khitbah atau peminangan agar tidak 
menimbulkan sengketa dengan bercermin dari Undang-Undang Yaman No. 27 
tahun 1998 M tentang hukum keluarga yang jelas mengatur tentang bagaimana 
cara pengembalian hadiah khitbah yang mas}lah}ah bagi masyarakat di Yaman. 
Oleh karena itu, dapat diperoleh identifikasi masalah yakni sebagai berikut: 
1. Pengertian perkawinan. 
2. Syariat Islam tentang pelaksanaan pranikah (peminangan) atau khitbah. 
3. Ketentuan proses penerimaan dan proses pembatalan khitbah di Indonesia. 
4. Ketentuan barang-barang yang diberikan ketika proses khitbah di Indonesia. 
5. Ketentuan pengembalian hadiah khtibah dalam Undang-Undang Yaman No. 
27 tahun 1998 M. 
6. Analisis mas}lah}ah mursalah terhadap ketentuan pengembalian hadiah khitbah 
Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M. 
Dari beberapa masalah yang dapat diidentifikasi penulis di atas dan 
banyaknya perkara yang ditemukan, maka agar tidak terjadi kesalah fahaman 
dalam pembahasan skripsi yang akan ditulis, maka penulis membatasi terhadap 
permasalahan sebagai berikut : 
1. Analisis ketentuan pengembalian hadiah khitbah dalam Undang-Undang 
Yaman No. 27 tahun 1998 M. 



































2. Analisis mas}lah}ah mursalah terhadap ketentuan pengembalian hadiah khitbah 
Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berpijak pada latar belakang dan batasan masalah tersebut, agar lebih 
terarah, penulis merumuskan dalam bentuk rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana analisis ketentuan pengembalian hadiah khitbah dalam Undang-
Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M? 
2. Bagaimana analisis mas}lah}ah mursalah terhadap ketentuan pengembalian 
hadiah khitbah Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M? 
 
D. Kajian Pustaka Masalah 
Kajian pustaka masalah terdahulu pada dasarnya berguna untuk 
mendapatkan kejelasan gambaran permasalahan yang akan diteliti dengan 
penelitian lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi 
penelitian serta menghindari plagiarisme. Dari hasil penelusuran yang telah 
dilakukan, maka ditemukan beberapa skripsi yang memiliki tema sejenis. Adapun 
beberapa karya tulis yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan 
oleh penulis, di antaranya adalah: 
1. Skripsi yang ditulis oleh Edi Daru Wibowo mahasiswa IAIN Sunan Ampel 
Surabaya pada tahun 2002 tentang‚ Tinjauan Hukum Islam terhadap Denda 
Pembatalan Khitbah (Studi kasus di Kecamatan Donorojo Kabupaten 





































 Skripsi ini menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian 
ditemukan jawaban bahwa pengenaan denda terhadap pihak yang 
membatalkan khitbah disebut Bunderan. Lembaga bunderan berisi penetapan 
jumlah denda dan penentuan waktu pelaksanaan akad nikah sesuai 
kesepakatan. Menurut hukum Islam, lembaga bunderan merupakan bagian dari 
‘urf yang diperbolehkan. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan 
penulis angkat adalah sama-sama membahas tentang proses pembatalan 
khitbah. Adapun perbedaannya adalah skripsi ini lebih kepada hukum adat 
yang dikaji menggunakan hukum islam sedangkan skripsi yang penulis angkat 
adalah tentang ketentuan aturan yang berlaku di Indonesia yang dikaji 
menggunakan teori mas}lah}ah mursalah Undang-Undang antar negara muslim 
yakni Yaman yang mengatur proses batalnya akad khitbah sebagai 
penyempurna aturan ketentuan khitbah atau peminangan di Indonesia. 
2. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Safi’i mahasiswa UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta pada tahun 2009 tentang‚ Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik 
pemberian uang antaran dalam pinangan di Desa Silo Baru kecamatan Air 
Joman kabupaten Asahan Sumatera Utara.
12
 Skripsi ini menyimpulkan bahwa 
berdasarkan hasil penelitian ditemukan jawaban bahwa hasil dari penelitian 
yang dilakukan oleh penulis ditemukan praktek pemberian uang antaran 
tersebut di kategorikan dalam 2 macam, yaitu yang bermaksud meringankan 
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Edi Daru Wibowo, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Pembatalan Khitbah (Studi Kasus 
di Kecamatan Donorojo Kabupaten pacitan), (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2002). 
12Ahmad Syafi’i, Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pemberian uang antaran dalam 
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biaya pelaksanaan perkawinan dan ini sejalan dengan hukum Islam, dan yang 
kedua adalah uang antaran yang semata-mata hanya untuk meningkatkan 
gengsi yang tidak dibenarkan dalam hukum Islam karena bertentangan dengan 
dalil-dalil Syar’i. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang penulis angkat 
adalah sama-sama membahasa mengenai hadiah pemberian khitbah sebagai 
salah satu dalam proses khitbah di Indonesia. Sedangkan perbedaannya 
terletak pada fokus penelitiannya yang mana di dalam skripsi yang penulis 
angkat lebih fokus pada proses pasca putusnya khitbah seperti tata cara dalam 
pengembalian hadiah khitbah akibat putusnya akad khitbah. 
3. Skripsi yang ditulis oleh Nur Wahid Yasin mahasiswa UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta pada tahun 2010 tentang‚ Tinjauan Hukum Islam terhadap Sanksi 
Pembatalan Peminangan (Study kasus di Desa Ngreco, Kecamatan Weru, 
Kabupaten Sukoharjo).
13
 Skripsi ini menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil 
penelitian ditemukan jawaban bahwa masyarakat desa ngreco sebagai bagian 
dari masyarakat jawa yang menerapkan sanksi pembatalan pertunangan 
dimaksudkan untuk menguatkan perjanjian pertunangan sebelum menikah 
dengan bermodal sebuah harapan tidak akan terjadi pembatalan peminangan 
yang dapat menyebabkan permusuhan yang akan mengancam keselamatan 
jiwa, harta, dan akal. Belandaskan teori Shad al-Dha>ri>’ah penyusun 
menyimpulkan bahwa sanksi pembatalan peminangan dengan tujuan 
sebagaimana yang disebutkan di atas diperbolehkan menurut hukum Islam. 
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Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis angkat adalah sama-
sama membahas tentang proses pembatalan khitbah. Adapun perbedaannya 
adalah skripsi ini lebih kepada hukum adat yang dikaji menggunakan hukum 
Islam sedangkan skripsi yang penulis angkat adalah tentang Undang-Undang 
antar negara muslim yakni Yaman yang mengatur proses batalnya akad 
khitbah secara tegas dan jelas di dalam Undang-Undang tersebut. 
4. Skripsi yang ditulis oleh Siti Nurhayati mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah 
Jakarta pada tahun 2011 tentang‚ Ganti Rugi pembatalan Khitbah dalam 
tinjauan Sosiologis (Studi Masyarakat Pulung Rejo, Kecamatan Rimbo Ilir, 
Jambi).
14
 Skripsi ini menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian 
ditemukan jawaban bahwa ganti rugi pembatalan khitbah dimaksudkan untuk 
mencegah adanya kegagalan pernikahan dan mencegah agar tidak terjadi 
konflik dalam hubungan kemasyarakatan. Persamaan skripsi ini dengan skripsi 
yang akan penulis angkat adalah sama-sama membahas tentang proses 
pembatalan khitbah. Adapun perbedaannya adalah skripsi ini lebih kepada 
hukum adat yang dikaji secara sosiologis sedangkan skripsi yang penulis 
angkat adalah tentang Undang-Undang antar negara muslim yakni Yaman 
yang mengatur proses batalnya akad khitbah dikaji dengan metode mas}lah}ah 
mursalah sebagai acuan agar tidak terjadi sengketa di masyarakat. 
5. Skripsi yang ditulis oleh N. Muh Fauhan Assagaf mahasiswa UIN Sunan 
Ampel Surabaya pada tahun 2015 tentang, Analisis Hukum Islam terhadap 
Tradisi Sambulgana dalam perkawinan Adat Suku Kaili (Studi kasus di Palu, 
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 Dalam Skripsi ini menyimpulkan bahwa 
berdasarkan hasil penelitian ditemukan jawaban bahwa penelitian ini lebih 
kepada deskripsi secara detail tentang tradisi Sambulgana dalam perkawinan 
adat suku Kaili di Palu, serta kesesuaian tradisi tersebut jika ditinjau dari 
perspektif hukum Islam. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan 
penulis angkat adalah sama-sama membahas tentang proses khitbah. Adapun 
perbedaannya adalah skripsi ini lebih kepada hukum adat yang dikaji 
menggunakan hukum islam sedangkan skripsi yang penulis angkat adalah 
tentang mas}lah}ah mursalah Undang-Undang Yaman yang mengatur proses 
batalnya akad khitbah sebagai acuan untuk Undang-Undang yang berlaku di 
Indonesia tentang proses batalnya khitbah. 
6. Skripsi yang ditulis oleh M. Faiz Nashrullah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta pada tahun 2015 tentang, Imlpikasi Pembatalan Tunangan 
Terhadap Status Harta Pemberian Menurut Imam Ma>lik dan Imam Ah}mad bin 
H}anba>l.
16
 Dalam Skripsi ini menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian 
ditemukan jawaban bahwa status harta pasca pembatalan pertunangan itu 
sudah ada sejak dulu dalam hukum Islam dan telah dikaji oleh Imam-Imam 
besar umat Islam seperti Imam Ma>lik dan Imam Ah}mad bin H}anba>l sebagai 
jawaban dari permasalahan di masyarakat Indonesia. Persamaan skripsi ini 
dengan skripsi yang akan penulis angkat adalah sama-sama membahas tentang 
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proses pembatalan khitbah mengenai status harta pemberian ketika akad 
khitbah apabila terjadi pembatalan khitbah. Adapun perbedaannya adalah 
skripsi ini lebih kepada hukum adat yang dikaji menggunakan hukum Islam 
sedangkan skripsi yang penulis angkat adalah tentang status hadiah di dalam 
Undang-Undang antar negara muslim yakni Yaman yang mengatur proses 
batalnya akad khitbah. 
Dari penelitian yang telah diuraikan di atas, fokus penelitian ini berbeda 
dengan penelitian sebelumnya, yang menjadi perbedaan adalah dari segi 
permasalahannya, yang mana dari keenam penelitian di atas semuanya membahas 
proses khitbah ditinjau dari hukum Islam berdasarkan hukum adat yang berlaku 
di Indonesia. Sedangkan yang akan penulis teliti adalah sistem penerapan khitbah 
menurut hukum perkawinan di Indonesia dan Yaman. 
Jadi, skripsi yang penulis susun dengan judul ‚Analisis Mas}lah}ah 
Mursalah Tentang Ketentuan Pengembalian Hadiah Khitbah Dalam Undang-
Undang Yaman No. 27 Tahun 1998 M‛ adalah penelitian yang baru dan belum 
pernah dipublikasikan sebelumnya. 
 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan fokus penelitian di atas, penelitian ini mempunyai tujuan yang 
hendak dicapai. Adapun tujuan dari penelitian yaitu : 
1. Menjelaskan analisis ketentuan pengembalian hadiah khitbah dalam 
Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M. 



































2. Menjelaskan analisis mas}lah}ah mursalah terhadap ketentuan pengembalian 
hadiah khitbah dalam Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M. 
 
F. Kegunaan Hasil Penelitian 
Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat pemikiran 
bagi masyarakat pada umumnya dan dapat digunakan untuk hal-hal berikut: 
1. Aspek teoritis: 
a. Menambah khazanah literatur pengetahuan ilmiah keislaman khususnya di 
bidang ilmu Hukum Islam. 
b. Sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan yang 
berkaitan dengan khitbah yang mengacu pada negara muslim lainnya. 
2. Aspek praktis:  
a. Dapat memberikan manfaat bagi penulis. 
b. Memberikan manfaat bagi masyarakat muslim di Indonesia. 
c. Sebagai bahan acuan untuk penelitian berikutnya yang mempunyai 
relevansi dengan penelitian ini dan juga penelitian ini bisa menjadi rujukan 
pada permasalahan khitbah atau peminangan selanjutnya. 
 
G. Definisi Oprasional 
Untuk menghindari munculnya salah pemikiran terhadap judul 
penelitian skripsi ini, yaitu: ‚Analisis Mas}lah}ah Mursalah Tentang Ketentuan 
Pengembalian Hadiah Khitbah Dalam Undang-Undnag Yaman No. 27 Tahun 



































1998 M‛. Maka penulis perlu memberikan pemahaman terkait istilah-istilah yang 
ada di dalam judul penelitian yakni sebagai berikut: 
1. Mas}lah}ah mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan 




2. Pengembalian hadiah khitbah adalah Proses pasca putusnya khitbah dengan 
mengembalikan barang-barang yang telah diberikan ketika proses khitbah 
terjadi. 
3. Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M adalah Undang-Undang yang 
berlaku setelah pembaruan dari Undang-Undang No. 20 tahun 1992 M dan 
qo>nu>n Yaman Undang-Undang No. 27 Tahun 1998 M membahas tentang 
Hukum Keluarga yang menjadi acuan penyelesaian permasalahan masyarakat 
Yaman yang berkaitan dengan pernikahan salah satu pembahasannya tentang 
khitbah. 
 
H. Metode Penelitian 
Metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari tata cara 
melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui 
tahapan-tahapan yang disusun secara ilmia untuk mencari, menyusun, serta 
menganalisis dan menyimpulkan data yang telah diperoleh, sehingga dapat 
dipergunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran 
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Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2  (Jakarta : Kencana, 2008), 379. 



































sesuatu pengetahuan berdasarkan bimbingan Tuhan.
18
 Adapun penelitian ini 
menggunakan jenis penelitian yang sifatnya library research (penelitian pustaka) 
yaitu penelitian yang dilakukan terhadap ketentuan Undang-Undang Yaman No. 
27 tahun 1998 M dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam melakukan 
penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut: 
1. Data yang Dikumpulkan 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka data yang diperlukan 
dalam penelitian ini adalah data tentang sistem penerapan khitbah dalam 
Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M yang meliputi: Data tentang 
aturan sistem penerapan khitbah di Yaman. 
2. Sumber Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer, 
yakni: 
a. Sumber Primer 
Sumber data primer adalah sumber yang langsung berkaitan 
dengan objek penelitian. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini 
yakni tentang: 
1) Dokumen qo>nu>n Yaman Undang-Undang No. 27 Tahun 1998 M 
Tentang Hukum Keluarga yang menjadi acuan penyelesaian sengketa 
masyarakat Yaman yang berkaitan dengan pernikahan salah satu 
pembahasannya tentang khitbah. 
                                                          
18
Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 2.  



































2) Kompilasi Hukum Islam yang menjadi acuan penyelesaian sengketa 
masyarakat Indonesia. 
b. Sumber Sekunder 
Sumber data skunder adalah sumber data yang memberikan 
penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti dokumen-dokumen 
resmi, buku yang relevan degan objek penelitian, berbagai jurnal yang 
berkaitan dengan Undang-Undang Yaman dan karya-karya ilmiah yang 
mendukung sumber primer.  
3. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun penelitian ini hanya menggunakan jenis penelitian studi 
dokumentasi yang sifatnya Library research (penelitian pustaka) yaitu 
penelitian yang dilakukan terhadap ketentuan Undang-Undang Yaman No. 27 
tahun 1998 M dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Teknik pengumpulan data 
dokumentasi yakni sebuah teknik pengumpulan data melalui dokumen-
dokumen tertulis baik yang berbentuk hard copy dan soft copy.19 
4. Teknik Pengolahan Data 
Pengolahan data merupakan suatu proses dalam memperoleh data 
ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-
rumus tertentu.
20
 Data yang dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-
tahapan sebagai berikut: 
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a. Editing adalah pembenaraan apakah data yang terkumpul melalui studi 
pustaka, wawancara, dan konsioner sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, 
tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.
21
 Yaitu mengadakan pemeriksaan 
kembali terhadap data-data yang diperoleh dari segi kelengkapan, kejelasan 
makna, keserasian dan keselarasan antara data yang satu dengan data yang 
lainnya tentang pengembalian hadiah khitbah menurut Undang-Undang 
Yaman No. 27 tahun 1998 M.  
b. Organizing adalah teknik menyusun data yang telah diperoleh secara 
sistematis, yaitu menyusun dan mensistematikan data yang diperoleh 
dalam kerangka uraian yang telah direncanakan sehingga mendapatkan 
gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah. 
5. Teknik Analisis Data 
Data yang berhasil dihimpun dari bahan-bahan kepustakaan akan 
dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode sebagai berikut: 
a. Metode deduktif, yaitu memaparkan masalah-masalah yang bersifat umum 
dan kemudian akan ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat khusus. Secara 
teknis penelitian ini akan mendiskripsikan tentang pengembalian hadiah 
khitbah setelah putusnya proses peminangan atau khitbah dalam Undang-
Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M yang kemudian dianalisis 
menggunakan teori mas}lah}ah mursalah. Adapun pola pikir yang digunakan 
penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah pola pikir deduktif yang 
menerangkan data secara umum kemudian dibahas secara khusus. 
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b. Metode deskriptif analitik, yaitu dengan cara data-data yang telah 
terkumpul mula-mula tersusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa. Adapun 
data-data yang sudah terkumpul adalah aturan tentang pengembalian 
hadiah khitbah setelah putusnya proses peminangan atau khitbah dalam 
Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M kemudian akan dijelaskan 
secara jelas mengenai landasan teori yang digunakan sebagai acuan dalam 
pelaksanaan Undang-Undangnya seperti pendapat Imam mazhab yang 
diadopsi menjadi aturan Undang-Undang yang berlaku di Yaman, 
selanjutnya akan di analisa menggunakan teori Mas}lah}ah Mursalah.  
 
I. Sistematika Pembahasan 
Dalam setiap pembahasan suatu masalah, sistematika pembahasan 
merupakan suatu aspek yang sangat penting, karena sistematika pembahasan ini 
dimaksudkan untuk mempermudah pembaca dalam mengetahui alur pembahasan 
yang terkandung di dalam skripsi. Pembahasan dalam skripsi ini nantinya terdiri 
dari lima bab yang masing-masing mengandung sub-sub bab, yang mana sub-sub 
bab tersebut menyusun integralitas pengertian dari skripsi. Adapun sistematika 
pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
Bab Pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan 
penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, 
dan sistematika pembahasan. 



































Bab Kedua adalah landasan teori, menjelaskan mengenai KHI sebagai 
jawaban bagi problematika masyarakat Indonesia, ketentuan hadiah khitbah 
menurut Hukum Islam, pengembalian hadiah khitbah menurut Hukum Islam, dan 
menjelaskan Mas}lah}ah Mursalah. Akan tetapi, sebelum masuk kepada 
pembahasan Mas}lah}ah Mursalah penulis akan memaparkan pembahasan yang 
terkait dengan pengertian Mas}lah}ah Mursalah, pembagian, serta kehujjahannya. 
Bab Ketiga, berisi tentang tata cara pengembalian hadiah khitbah pasca 
putusnya peminangan atau khitbah menurut Undang-Undang Yaman no. 27 
tahun 1998 M, di dalamnya berisikan sejarah perkembangan Negeri Yaman dan 
sistematika pembahasan di dalam Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M. 
Bab Keempat, berisi tentang Analisis Data dari penelitian yang penulis 
lakukan terdiri dari analisis ketentuan Pengembalian hadiah Khitbah di dalam 
Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M dan analisis mas}lah}ah mursalah 
terhadap ketentuan pengembalian hadiah khitbah dalam Undang-Undang Yaman. 
Bab Kelima adalah bagian penutup, bab ini memuat kesimpulan yang 
merupakan hasil dari pengkajian terhadapan analisis mas}lah}ah mursalah terhadap 
ketentuan pengembalian hadiah khitbah Undang-Undang Yaman. Setelah 













































A. KHI Sebagai Jawaban bagi Problematika Masyarakat Indonesia  
Salah satu fenomena yang muncul di dunia Islam pada abad 20 adalah 
upaya pembaruan hukum keluarga yang dilakukan oleh negara-negara yang  
berpenduduk mayoritas muslim. Hal ini dilakukan sebagai respon terhadap 
dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Setidaknya ada tiga hal yang 
menjadi tujuan dilakukannya pembaruan hukum keluarga di dunia Islam, yaitu 
sebagai upaya unifikasi hukum, mengangkat status perempuan, dan merespon 
perkembangan dan tuntutan zaman karena konsep fikih tradisional dianggap 
kurang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Pembaruan 
hukum keluarga yang dilakukan oleh berbagai negara muslim, secara garis besar 
mencakup tiga aspek yaitu perkawinan, perceraian dan warisan. 
Kompilasi Hukum Islam muncul seiring perkembangan zaman yang 
memiliki kesadaran hukum, perkembangan hukum Islam di Indonesia sendiri 
muncul pada abad 20 dengan menunjukkan bahwa tidak seluruhnya kitab-kitab 
fikih sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat di Indonesia, seperti contoh  
tidak  termuatnya  masalah  hukum  harta  bersama, masalah ahli waris pengganti 
dan barbagai masalah perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Perkembangan ini 
menyebabkan lembaga Peradilan Agama harus meningkatkan kemampuannya 
agar dapat melayani para pencari keadilan dan memutuskan perkara dengan 
sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, kemampuan seperti itu akan ada apabila 
terdapat satu hukum yang jelas dalam satu kitab kumpulan garis-garis hukum































yang dapat digunakan oleh hakim Peradilan Agama. Atas pertimbangan inilah, 
mungkin antara lain melahirkan surat keputusan besar ketua Mahkamah Agung 
dan Menteri Agama pada tanggal 21 maret 1984  membentuk sebuah panitia 
yang diberi tugas untuk menyusun kompilasi hukum Islam. Dan hukum Islam 
apabila tidak dikompilasikan maka berakibat kepada ketidak seragaman dalam 
menentukan  hukum Islam. 
Tujuan utama pembentukan Kompilasi Hukum Islam adalah untuk 
mengatasi permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia dan 
sebagai panduan seluru aparat hukum Indonesia agar tidak terjadi perbedaan 
pendapat. Kemunculan KHI di Indonesia dapat dicatat sebagai sebuah prestasi 
besar yang dicapai umat Islam. Setidaknya dengan adanya KHI itu, maka saat ini 
di Indonesia tidak akan ditemukan lagi pluralisme Keputusan Peradilan agama, 
karena kitab yang dijadikan rujukan hakim Peradilan Agama adalah sama. Selain 
itu fikih yang selama ini tidak positif, telah ditransformasikan menjadi hukum 
positif yang berlaku dan mengikat seluruh umat Islam Indinesia. Lebih penting 
dari itu, KHI diharapkan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat Islam 
Indonesia karena ia digali dari tradisi-tradisi bangsa indonesia. Jadi tidak akan 
muncul hambatan Psikologis di kalangan umat Islam yang ingin melaksanakan 
Hukum Islam. 
Pembahasan yang ada di dalam KHI terdiri dari: a. Buku I tentang 
Hukum Perkawinan: b. Buku II tentang Hukum Kewarisan; c. Buku III tentang 
Hukum Perwakafan. Keinginan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi 
masyarakat Indonesia adalah salah satu impian pemerintah Indonesia dengan 



































memgeluarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi 
Hukum Islam, namun nyatanya masih banyak sengketa di tengah masyarakat 
Indonesia yang muncul akibat perkembangan zaman yang terus berkembang. 
Salah satu contoh sengketa yang muncul di tengah masyarakat yakni akibat 
putusnya peminangan atau khitbah karena perbedaan adat istiadat masing-
masing calon mempelai yang tidak jadi melangsungkan pernikahan akibat 
putusnya akad peminangan, KHI sebagai solusi yang dapat menjawab 
problematika masyarakat Indonesia tidak menjelaskan secara tegas dan jelas 
mengenai status barang-barang yang diberikan ketika peminangan, cara 
penyelesaiannya hanya menganjurkan agar kedua belah pihak yang memutuskan 
akad khitbah dilakukan dengan cara yang baik tanpa memberikan solusi tata cara 
bagaimana menyelesaikan sengketa akibat perbedaan pendapat mengenai status 
barang-barang diberikan tersebut wajib dikembalikan atau tidak. Adapun 
penjelasan peminangan terdapat pada Pasal 13:
22
 
(3) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas 
memutuskan hubungan peminangan. 
(4) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara 
yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga 
tetap terbina kerukunan dan saling menghargai. 
 Munculnya permasalahan yang terus terjadi di tengah-tengah masyarakat 
diharapkan agar pemerintah dapat memperbaiki ketentuan Undang-Undang yang 
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berlaku dengan mencontoh negara-negara Islam lainnya yang telah menemukan 
solusi bagi sengketa yang ada di tengah-tengah masyarakat.  
B. Ketentuan Pemberian Hadiah Khitbah dalam Islam 
Pemahaman yang dapat kita ambil dari bab sebelumnya bahwa khitbah 
adalah langkah awal untuk menuju pernikahan dengan tujuan agar ketika 
memasuki proses pernikahan tidak muncul rasa bersalah atas kekeliruan dalam 
memilih pasang hidup berdasarkan kehati-hatian dan pengetahuan serta 
kesadaran dalam memilihnya, adakalanya penyampaian keinginannya 
disampaikan dengan bahasa yang jelas dan tegas (s}hari>h) atau dengan 
menggunakan sindiran atau kina>yah. Adapun hal ini sesuai dengan firman Allah 
dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 235: 
ْىحاىنيجْىلاْ ىكٍْْكيريكٍذىت ىسٍْميكَّنىا ْيللهاْىمًلىعٍْميكاىسيفٍػنىاْفٍِْميتنىنٍكىاٍْكىأًْءاىسّْنلاًْةىبٍطًخًًْوبٍْميتٍضَّرىعْا ىمٍيًفٍْميكيىلىعَّْنيهىػن
انفٍكيرٍعَّم ْنلاٍوىػقْاٍويلٍويقىػتٍْفىأ َّْلاًإْاِّرًسَّْنيىكيدًعىويػت َّْلاٍْنًكىلْ ىك 
ْ 
Tidak ada dosa bagimu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau 
kamu menyembunyikannya (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah 
mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu kamu 
mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar 
mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf‛.23 
 
Dapat disimpulkan dari ayat tersebut bahwa khitbah atau peminangan 
merupakan ungkapan hati dari pihak laki-laki kepada wanita untuk dinikahinya 
dan ungkapan itu hanya sebatas permohonan saja, terlepas dari diterima atau 
tidaknya permohonan tersebut. Peminangan dalam pandangan Islam bukanlah 
suatu transaksi atau akad antara laki-laki yang meminangnya dengan wanita 
yang dipinangnya atau dengan walinya, akan tetapi peminangan itu tidak lebih 
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dari pada lamaran atau permohonan untuk melangsungkan pernikahan. Islam 
mengenal prosesnya sebagai khitbah yang merupakan prosesi pranikah atau 
peminangan sebagai penyampaiaan kehendak seorang pria untuk menikahi 
seorang perempuan, pada dasarnya semua perempuan yang bukan termasuk 
haram untuk dinikahi itu sah untuk dilamar.
24
 Menurut hukum adat di Indonesia 
pengertian peminangan atau meminang ialah meminta anak gadis supaya jadi 
istrinya, hukum adat memberi istilah Arti  ‚meminang‛ (nglamar: Jawa, dan 
Bali: ngindih), mengandung arti permintaan yang menurut hukum adat berlaku 
dalam bentuk pernyataan kehendak dari suatu pihak kepada pihak lain untuk 
tujuan mengadakan ikatan perkawinan dan dilakukan dari pihak pria ke pihak 
wanita. Tetapi dalam masyarakat yang sering kekerabatanya ke ibu-an seperti di 
minangkabau atau dalam masyarakat adat yang bersifat beralih-alih seperti adat 
meminang dari pihak wanita kepada laki-laki.
25
 
Hukum melakukan khitbah atau peminangan dalam Islam pada dasarnya 
adalah mubah atau boleh selama tidak mengandung larangan syarak. Sementara 
menurut mazhab Imam Ma>lik bahwa hukum khitbah adalah sunnah, namun 
kadang kala hukumnya menjadi makruh seperti pinangan yang dilangsungkan 
ketika ih}ra>m haji dan ih}ra>m umrah.26  
Seperti halnya pernikahan, dalam khitbah sendiri juga terdapat syarat-
syarat yang harus dilakukan seperti tunangan hanya boleh dilakukan pada 
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perempuan yang perawan serta tidak dalam pinangan orang lain, kalau 
perempuannya sudah janda maka harus menunggu sampai masa idahnya habis, 
anggota tubuh yang boleh dilihat saat tunangan juga hanya sebatas wajah dan 
telapak tangan dan masih banyak lagi syarat-syarat yang lainnya.
27
 
Diterimanya suatu pinangan baik oleh wanita yang bersangkutan atau 
walinya, maka bukan berarti telah terjadi akad nikah oleh kedua belah pihak, 
akan tetapi kata terima itu hanya berarti bahwa laki-laki tersebut adalah calon 
untuk menjadi suami bagi wanita tersebut pada masa yang akan datang. 
Kebiasaan dalam praktek peminangan atau khitbah pihak laki-laki sering 
memberikan sesuatu barang kepada pihak perempuan, begitu juga sebaliknya. 
Pemberian itu selain bertujuan untuk menjalin silatur rahmi yang lebih baik, juga 
bertujuan sebagai ungkapan terima kasih karena salah satu pihak bersedia untuk 
menjadi calon pendamping hidupnya di masa depan. Adapun macam-macam 
barang dan ketentuan jumlah yang diberikan tidaklah ada aturan yang jelas 
didalam Alquran ataupun hadis dari nabi karena memang hukum memberikan 
barang-barang ketika proses khitbah atau peminangan tidaklah diwajibkan, hanya 
saja ketentuan tersebut tergantung oleh adat masing-masing calon mempelai 
yang berlaku saat itu. 
Para ulama fikih juga memberikan pendapat yang berbeda tentang status 
barang-barang yang diberikan tersebut, sebagian ulama ada yang berpendapat 
bahwa status barang tersebut adalah sebagian dari mahar dan ada juga yang 
berpendapat bahwa status barang tersebut adalah sebuah hadiah yang memang 
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diberikan sebagai tanda keserius seorang laki-laki kepada wanita yang akan 
menjadi bagian dari kehidupannya kelak setelah menikah. 
C. Pengembalian Hadiah Khitbah dalam Islam 
Islam membolehkan pembatalan peminangan, dengan syarat dalam 
melakukan pembatalan peminangan harus didasarkan dengan alasan yang 
rasional, tidak boleh bila pembatalan peminangan dilakukan tanpa alasan yang 
tidak sesuai dan tidak dibenarkan oleh syarak karena akan mengecewakan salah 
satu pihak.
28
    
Peminangan merupakan sekedar janji nikah dan bukan akad yang 
memiliki sifat tidak bisa dibatalkan dan mengikat, pilihan untuk memilih 
membatalkan peminangan merupakan hak kedua belah pihak yang mengadakan 
perjanjian. Adapun hadiah yang diberikan ketika khitbah atau peminangan 
berlangsung adalah hak milik calon mempelai, namun apabila terjadi pembatalan 
khitbah atau peminangan maka apa yang diberikan kepadanya itu tidak terlepas 
dari dua keadaan yakni sebagai bagian dari mahar atau sebagai hadiah yang 
diberikan kepada wanita yang dipinangnya untuk menguatkan ikatan cinta dan 
kasih sayang. 
Berikut adalah beberapa pendapat para ulama mengenai ketentuan 
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1. Apabila yang diberikan adalah bagian dari mahar, maka memiliki dua 
keadaan: 
a. Barangnya masih ada wujudnya 
Perhiasan atau barang-barang lainnya yang diserahkan oleh 
peminang kepada wanita yang dipinangnya setelah adanya kesepakatan 
penerimaan peminangan diberikan setelah akad atau sesudahnya, apabila 
terjadi pembatalan maka peminang berhak memintanya kembali 
berdasarkan kesepakatan ulama dan ketentuan ini berlaku bagi pihak laki-
laki atau perempuan atau karena sebab lain dari luar kehendak keduanya. 
Barang pemberiannya telah digunakan untuk keperluan lainnya 
atau telah rusak. Ketentuan mengenai hukum pengembalian nilai barang 
yang telah digunakan atau telah rusak memiliki dua pendapat dari  fuqoha>’: 
Pertama, wajib mengembalikan barang yang diterimanya karena 
barang tersebut adalah pemberian sebagai imbalan dari kesenangan yang 
diterimanya sementara serah timbal balik belum terlaksana maka wajib 
dikembalikan barang itu jika masih ada atau dengan ganti rugi harganya. 
Ini adalah pendapat Jumhur. 
Kedua, si wanita tidak mengembalikan barang yang telah 
dipakainya atau telah rusak jika si laki-laki telah mengizinkannya untuk 
memakai barang tersebut sesuai keinginannya dan apabila si laki-laki tidak 
mengizinkannya maka wanita itu harus mengembalikan barang-barang 
yang telah diterimanya tersebut. Ini adalah pendapat ulama’ Ma>likiyah. 



































2. Apabila yang diberikan itu sebagai hadiah, maka memiliki empat pendapat 
dari para ulama : 
a. Boleh Diminta Kembali 
Boleh diminta kembali apabila barang tersebut masih ada 
ditangan orang yang diberi hadiah ketika khitbah atau peminangan dan 
apabila barang itu rusak atau berubah kondisinya maka tidak mungkin 
diminta untuk dikembalikan. Ini adalah pendapat mazhab H}ana>fi. 
b. Tidak Boleh Diminta Kembali Sedikit Pun 
Tidak boleh diminta kembali sedikit pun meskipun pembatalan 
terjadi dari pihak perempuan, kecuali bila ada suatu syarat atau 
kebiasaan yang berlaku. Inilah pendapat yang dipilih oleh sebagian 
ulama Ma>likiyah. Secara jelas pijakannya adalah bahwa hadiah itu sama 
dengan hibah, dan hibah itu tidak boleh ditarik kembali oleh orang yang 
menghibahkannya berdasarkan sabda nabi Muhammad: 
ْيىْيدىلىكْ ىيًطٍعيػيْاىميًفْ ىدًلىولا َّْلاًإْاىهٍػيًفْيعًجٍرىػيىػفْهةىبًىْ ىبىهىػيٍْكىأْهةىيًطىعْ ىيًطٍعيػيٍْفىأْ وليجىرًلُّْل ًىيَ ْىلاْىلىثىمْ ىو
.ًوًئيىقْفِْىداىعَّْيثُْىءاىقْىعًب ىشْاىذًإىفْيليكأىيًْبٍل ىكلاًْلىث ىمىْك اىهيًفْيعًجرىي َّْيثُْىةَّيًطًعلاْ ىيًطٍعيػيٍْمًذ
َّلاْْهاكر(
)لذمرتْكْوجامْنبإْكْئاسنلاْكْدكادْوبأ 
       
‚Tidak halal bagi seorang laki-laki untuk memberikan pemberian atau 
menghibahkan suatu hibah, kemudian mengambil kembali pemberiannya, 
kecuali bila hibah itu hibah dari orang tua kepada anaknya. Perumpamaan 
bagi orang yang memberikan suatu pemberian kemudian dia rujuk di 
dalamnya (menarik kembali pemberiannya). Maka dia itu bagaikan anjing 
yang makan, lalu setelah anjing itu kenyang ia muntah, kemudian ia 





c. Hadiah Diminta Untuk Dikembalikan 
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Hadiah disini merupakan apapun jenisnya dari hadiah yang 
telah diterima sewaktu khitbah berlangsung, apabila barangnya masih 
utuh maka dikembalikan secara utuh dan apabila barangnya sudah rusak 
maka dikembalikan sesuai harganya. Ini adalah pendapat mayoritas 
Sya>fi’iyah dan H}a>bilah. Artinya adalah menurut mereka secara dzahir 
bahwa hadiah tidaklah sama dengan hibah, karena menurut mereka sifat 
hibah adalah tanpa imbalan. Orang yang memberikan sesuatu barang 
dalam peminangan, ia hanya memberikannya dengan syarat akad 
tersebut tetap berlangsung, jika akad pernikahan tidak berlangsung 
setelahnya maka ia berhak untuk memintanya kembali. Hadiah yang 
diberikan dengan syarat imbalan maka seolah-olah apa yang diterima 
karena sebab pernikahan yang bakal dilangsungkan maka hukumnya 
seperti mahar. 
d. Apabila pembatalannya dari pihak laki-laki maka tidak boleh 
memintanya kembali dan apabila pembatalannya dari pihak perempuan 
maka ia boleh memintanya kembali.  
Adapun dasarnya disebabkan yang membuatnya memberikan 
barang sudah tidak ada, ini adalah pendapat al-Ra>fi’i dari kalangan 
Sya>fi’iyah, Ibnu Rusyd dari kalangan Ma>likiyah dan pendapat yang 
dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. 
Namun seiring dengan berjalannya waktu, nilai-nilai 
peminangan sering diabaikan begitu saja. Ikatan perjanjian yang 
semestinya dijaga dengan baik semakin mudah diingkari dan dibatalkan, 



































alasan pembatalannya pun terkesan main-main seperti tidak ada 
kecocokan dan bahkan salah satu pihak keluarga yang satu mengangap 
rendah pihak keluarga satunya lagi hanya karena masalah kecil. 
Akhirnya akan hilang janji-janji pernikahan yang dijunjung tinggi 
dengan penghianataan ingkar janji sebelum akad pernikahan berlangsung 
dan menimbulkan masalah di antara kedua belah pihak beserta 
keluarganya. Agar tidak terjadi masalah di antara kedua pihak keluarga, 
maka para ahli fikih juga ikut berpendapat dalam masalah ini:
31
 
1) Mazhab Hana>fi> berpendapat, pihak peminang berhak menarik 
kembali hadiah yang telah diberikan apabila benda yang diberikan 
masih seperti sedia kala dan belum berubah. Bila benda yang 
diberikan sudah tidak seperti kondisi semula, pihak peminang tidak 
berhak menarik kembali atau meminta pengganti dari barang yang 
telah diberikan. 
2) Para ulama Ma>likiyah memiliki rincian dalam hal ini, dilihat dari sisi 
siapa yang membatalkan, apakah pihak laki-laki atau pihak 
perempuan. Bila pembatalan dilakukan oleh pihak lelaki, ia tidak 
berhak menarik kembali hadiah yang telah diberikan. Sebaliknya, jika 
pembatalan berasal dari pihak wanita, maka si laki-laki yang 
meminang berhak menarik kembali hadiah yang diberikan, baik 
barangnya masih seperti sedia kala atau sudah habis. Jika sudah habis 
maka ia berhak mendapatkan penggantinya. Kecuali jika ada adat 
                                                          
31
Sulaiman Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah, (Jakarta, Beirut Publishing, 2010), 447. 



































atau syarat tertentu yang berlaku maka adat atau syarat wajib 
dilaksanakan. 
3) Para ulama Sya>fi’iyah berpendapat, hadiah wajib dikembalikan, baik 
masih seperti kondisi semula ataupun sudah habis. Jika masih seperti 
sedia kala, barang tersebut wajib dikembalikan. Sebaliknya, jika 
sudah berubah atau habis wajib dikembalikan nilainya.    
Meskipun Islam membolehkan adanya pembatalan peminangan 
atau khitbah, semestinya tidak dilakukan oleh seorang muslim. Kalau 
pun tepaksa melakukan hal itu maka hendaknya tidak menyakiti pihak 
mana pun dan dilakukan dengan cara yang baik.
32
 
Berdasarkan penjelasan yang telah tertera di atas maka dapat 
kita pahami bahwa ketentuan pengembalian hadiah khitbah atau 
peminangan itu tergantung situasi dan kondisi masyarakat itu sendiri, 
penjelasan selanjutnya bahwa perbedaan dalam mengambil hukum yang 
akan digunakan tidak luput dari keyakinan kedua belah pihak yang 
bersangkutan disebabkan salah satu atau kedua belah pihak merasa tidak 
ada kecocokan untuk dapat melanjutkan ke proses pernikahan dan kedua 
belah pihak pasti sudah mengerti akibat keputusan yang telah diambil 
tersebut. 
Termasuk salah satu akibat putusnya peminangan adalah 
kerugian harta yang tidak sedikit jumlahnya, kerugian disini terkait 
dengan hal harta pemberian yang biasanya diberikan pihak laki-laki 
                                                          
32
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Inddonesia, 57. 



































kepada pihak perempuan saat peminangan berlangsung. Bagi pihak laki-
laki dalam pembatalan khitbah atau peminangan ini tidak hanya 
kehilangan satu hal berharga, melainkan kehilangan dua hal berharga 
yakni calon istri yang diinginkan dan harta pemberian yang hilang sia-
sia begitu saja.2 
 
D. Mas}lah}ah Mursalah 
Sebelum membicarakan mas}lah}ah mursalah dan penggunaannya sebagai 
dalil hukum, maka pada bagian ini akan dibicarakan terlebih dahulu tentang 
makna dan hakekatnya itu sendiri, berikut adalah pembagian mas}lah}ah mursalah 
yang perlu diketahui: 
1. Definisi Mas}lah}ah Mursalah 
Dilihat dari segi bahasa, kata al-mas}lah}ah adalah seperti lafaz al-
manfa>at, baik artinya ataupun wazan (timbangan kata), yaitu kalimat mas}dar 
yang memiliki arti sama dengan kata as}-s}alah}a, seperti halnya lafaz al-manfa>at 
sama artinya dengan al-naf’u.33 Selanjutnya sebagaimana yang telah 
dikemukakan oleh Jalaludin Abdurrahman tentang pengertian mas}lah}ah yakni:  
يًصٍحَّتلاْ ىكْ يبلىلجاْ ىفاىْك هءاىوىسْ يوىلْ هعٍفىػنْ ًويًفْ اىمْ ُّليْك يفاىسنًلإاْ يرَّوىصىتىػيْ ا ىمىْك ّْمعىلأاْ يهاىنٍعىبِْ ية ىحىلصى
لماْْيل
ْ ًـىلاىلأاْ ىكًْراىضى
لماًْداىعٍػبًتٍساىْك ًءاىًقتٍرًلإاْ ىكًْعٍف َّدلًابٍْكىأًًْذئا ىذَّلاْ ىكًًْدئاىوىفلاْيليًصٍحىت ىك 
 
Kemaslahatan dalam pengertian umum yang diinginkan manusia adalah 
segala yang bermanfaat bagi kehidupan mereka, baik bermanfaat untuk 
menghasilkan kebaikan seperti kesenangan dan kelezatan hidup maupun 
menolak keburukan seperti menghindari kemudaratan dan kesusahan‛.34 
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Dapat dipahami bahwa secara bahasa mas}lah}ah adalah sebuah 
kebaikan yang dibutuhkan manusia dan bermanfaat bagi kehidupan manusia 
itu sendiri tanpa menimbulkan sebuah kemad}aratan bagi seseorang yang 
mengambil mas}lah}ah sebagai acuan dalam mengambil hukum baru. Dengan 
kata lain, hakikat mas}lah}ah ialah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam 
kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya dan 
mas}lah}ah itu berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak 
sesuai kebutuhan manusia. Adapun pengertian mas}lah}ah secara istilah adalah 
suatu kemaslahatan atau kebaikan dalam hal yang tidak mempunyai dasar 
dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya. Sebagaimana ditemukan suatu 
kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada ‘illat yang keluar dari 
shara’, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemadaratan 
atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan 
mas}lah}ah. Mas}lah}ah yang dapat diterima atau mu’taba>roh ialah mas}lah}at-
mas}lah}at yang bersifat hakiki, yaitu meliputi lima jaminan dasar yang dapat 
dikategorikan berdasarkan kualitas dan kepentingan kemaslahatan, berubah 
atau tidaknya kemaslahatan dan keberadaan mas}lah}ah, seperti:35 
1. Keselamatan keyakinan agama (al-Muh}a>fad}atu ala ad-Din) 
Yaitu dengan menghindarkan timbulnya fitnah dan keselamatan 
dalam agama serta mengantisipasi dorongan perbuatan-perbuatan yang 
mengarah kepada kerusakan secara penuh dari hawa nafsu manusia. 
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2. Keselamatan jiwa (al-Muh}a>fad}atu ala an-Nafs) 
Yaitu jaminan atas keselamatan hak hidup yang mulia dan 
terhormat.  
3. Keselamatan akal (al-Muh}a>fad}atu alal-‘Aqli) 
Yakni terjaminnya akal fikiran dari kerusakan yang menjaganya 
dari berbagai hal yang membahayakan jika ia mau berfikir. 
4. Keselamatan keluarga dan keturunan (al-Muh}afa>d}atu ala an-Nash) 
Yakni jaminan kehidupan dan perkembangan umat manusia agar 
tetap hidup dan tumbuh sehat dan kokoh, baik perkembangan budi pekerti 
dan agamanya. 
5. Keselamatan harta benda (al-Muh}afa>d}atu alal-Mal) 
Yakni menompang kehidupan dengan perekonomian dari cara yang 
halal bukan dari cara yang curang dan zalim.  
Pertimbangan tersebut adalah sebuah pertimbangan kemaslahatan 
bahwa setiap maslahat harus diletakkan pada kerangka kemaslahatan yang 
ditetapkan oleh syariat Islam, yaitu dalam kerangka terjaminnya keselamatan 
jiwa, keyakinan agama, keturunan, akal dan harta. Pertimbangan kerangka 
tersebut dalam hal istinbat hukum tidak harus didukung oleh sumber dalil 
yang khusus sehingga dapat disebut qiyas, namun juga bisa sebagai dalil yang 
berdiri sendiri atau yang sering disebut dengan mas}lah}ah mursalah atau 
istis}la>h} sebagai kemaslahatan bagi umat manusia.  
Adapun mas}lah}ah mursalah adalah bagian dari mas}lah}ah atau 
maslahat yang dapat dilihat dari segi eksistensinya atau keberadaannya. 



































Makna mas}lah}ah mursalah ialah maslahat yang sesuai dengan tujuan-tujuan 
syariat Islam namun tidak didukung oleh dalil yang khusus, baik yang bersifat 
membatalkan maslahat tersebut dan apabila maslahat tersebut didukung oleh 
dalil yang khusus maka termasuk kategori qiyas dalam arti umum dan jika 
terdapat sumber dalil yang khusus bersifat membatalkan maka maslahat 
tersebut menjadi batal.
36
 Dengan demikian Mas}lah}ah mursalah adalah sebuah 
penetapan hukum yang sama sekali tidak ada nasnya dengan 
mempertimbangkan suatu kepentingan hidup manusia yang memerlukan 
kemanfaat dan menghindari kemudaratan dari sebuah ijtihad hukum baru, hal 
ini sesuai dengan firman Allah dalam Alquran Surah Al-Baqarah ayat 193: 
ٍْوىهىػتٍػنًانًإىفًْوًَّللْينٍي ّْدلاْىفويكىيْ ىكْهةىن ٍػتًفْىفٍويكىت ْىلاْ َّتَّىحٍْميىٍويًلتاىقْ ىك.ىينًمًلَّظلاْىىلىع َّْلاًإْىفاىكٍديع ْىلاىفْا 
      
Dan pergilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) 
ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari 





Ayat di atas memiliki tujuan disyariatkannya perang adalah untuk 
melancarkan jalan dakwah bilamana terjadi gangguan dalam mengajak umat 
manusia untuk menyembah Allah, dan tujuan syariat adalah untuk 
kemaslahatan kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat dan untuk 
menghindari mafsadat bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat.38  
Pendapat lain tentang Mas}lah}ah mursalah adalah maslahat yang tidak 
ada ketentuan hukumnya baik dalam Alquran maupun hadis dalam bidang 
muamalat, walaupun demikian mampu mendatangkan manfaat dan menolak 
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kemudaratan. Contohnya, peraturan lampu lalu lintas yang tidak ada 
hukumnya dalam Alquran dan hadis namun peraturan lalu lintas sejalan 
dengan tujuan hukum syariat yaitu menjaga jiwa.
39
 
Abdul Karim Zaidan memberikan pendapat tentang definisi mas}lah}ah 
mursalah, maknanya ialah:40 
ا ىًىراىبًتٍعاْىىلىع ْىلاْ ىكْاىًهئاىغٍلًإْىىلىعْيًعراَّشلاْ َّصينىػيٍْىلَْيحًلاىصىم 
        
Maslahat yang tidak disebutkan oleh nas baik penolakannya maupun 
pengakuannya. 
 
Dengan demikian, yang dinamakan mas}lah}ah mursalah yakni 
merupakan maslahat yang sejalan dengan tujuan syara’ yang dapat dijadikan 
dasar sebagai pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan oleh 
manusia agar terhindar dari kemadhorotan, dan hasilnya dapat digunakan 
sesuai kebutuhan perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh 
perbedaan zaman, kondisi dan tempat. 
Di antara contoh penerapan teori ma}slah}ah mursalah dalam 
kehidupan masyarakat yakni: Indonesia dalam menetapkan peraturan 
pencatatan perkawinan degan pertimbangan hukum menggunakan metode 
mas}lah}ah mursalah. Dalam praktiknya pemerintah mengatur tentang 
pencatatan perkawinan itu sesuai dengan epistimologi hukum Islam dengan 
metode is}tih}la>h atau mas}lah}at meskipun secara formal tidak ada ketentuan 
dalil dari ayat Alquran maupun sunnah atau hadis yang memerintahkan 
pencatatan, kandungan kemaslahatannya sejalan dengan tindakan syara’ yang 
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ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Dengan demikian dapat 
ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu 
diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak, karena ia memiliki pertimbangan 




Secara ringkas pengertian yang dapat diambil kesimpulan tentang 
makna mas}lah}ah mursalah adalah sebuah hukum baru yang diambil 
berdasarkan pertimbangan kemanfaatan atas hukum baru itu bagi manusia.  
2. Persyaratan Mas}lah}ah Mursalah 
Menurut Jalaluddin Abdurrahman perbedaan mas}lah}ah mursalah 
dapat dibedakan menjadi dua macam akibat perkembangan masyarakat Islam 




a. Maslahat yang secara umum dasarnya sejalan dan sesuai dengan apa yang 
dibawa oleh syariat dan kategorinya sejenis dengan maqa}>s}id shari>’ah yang 
sama-sama memiliki tujuan agar terwujudnya syariat yang bersifat d}aru>ri 
atau pokok. 
b. Maslahat yang sifatnya samar-samar dan sangat dibutuhkan kesungguhan 
dan ketelitian para Mujtahid dalam merealisasikan dalam kehidupan 
manusia yang membutuhkan hukum baru tersebut. 
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Adapun Zaky al-Din Sya’ban menyebutkan didalam kitabnya ushul 
al-fiqh al-Islami bahwa ada tiga syarat yang perlu diperhatikan apabila 




a. Kemaslahatan itu hendaknya tidak terdapat dalil yang dapat menolaknya. 
ًْتََّّلاًْحًلاىصى
لماٍْنًمْية ىحىلٍصى
لماْىفٍويكىتٍْفىأا ىًهئاىغٍلًإْىىلىعْ ُّؿيدىيّّْيًعٍرىشْهلًٍيلىدٍْميقىػيٍْىلَ  
 
b. Mas}lah}ah mursalah hendaknya maslahat yang dapat dipastikan bukanlah 








Adapun maksud maslahat yang berisfat umum adalah 
kemaslahatan yang memang terkait dengan kepentingan banyak orang dan 
bukan sebuah kepentingan pribadi. Jika maslahat itu hanya mementingkan 
kepentingan penguasa, pembesar atau perorangan dengan mengalihkan 
pandangan dari kepentingan orang banyak, maka tidak sah untuk 
menjadikannya dasar hukum karena sifatnya tidak umum yang 




                                                          
43
Zaky al-Din Sha’ban, Ushul al-Fiqh al-Isami, (Mesir: Matba’ah Dar al-Ta’lif, 1965), 173. 
44
Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam Permasalahan dan fleksilibitasnya, (Jakarta: Sinar 
Grafika Offiset, 1995), 153. 



































Kemudian pendapat Imam al-Ghaza>li> yang dikutip oleh Jalaluddin 
Abdurrahman dalam kitabnya al-Mas}a>lih al-Mursalah wa Makanatuha fi al-
Tasyri’ menyebutkan bahwa mas}lah}ah mursalah hendaknya maslahat yang 
disepakati oleh orang-orang Islam tentang keberadaanya dan terbukti 
diperaktikkan dalam kehidupan mereka. 
ا ىًىراىبًتٍعاْىىلىعْىٍينًمًلٍسيمْيءاىرىأْاىهٍػيًفْيعًمىتٍىيَ 
 
Keterangan Imam al-Ghaza>li> tentunya berlandaskan maslahat yang 
memang telah diikuti oleh masyarakat Islam dan disepakati sebagai sesuatu 
yang dapat mendatangkan manfaat serta dapat pula mencegah terjadinya 
kemudaratan bagi semua orang. 
Adapun pendapat lain seperti pendapat Imam Malik mengenai 
ketentuan persyaratan mas}lah}ah mursalah yang dapat dijadikan sebagai 
sumber hukum Islam adalah sebagai berikut:
45
 
1. Adanya kesesuaian pertimbangan hukum antara maslahat dengan tujuan 
syariah atau maqa>s}id as-Shari>’ah, maka dengan adanya pertimbangan 
tersebut dapat menegaskan bahwa tidak adanya penolakan dari dalil qat}’i. 
2. Maslahat tersebut harus masuk akal, artinya adalah maslahat tersebut 
memiliki sifat yang dapat diterima dengan pemikiran yang rasional 
meskipun diajukan kepada kelompok rasionalis maka akan tetap diterima 
apapun keadaan maslahat tersebut. 
3. Pemakaian dalil maslahat adalah dalam tujuan untuk menghilangkan 
kesulitan yang sedang atau akan terjadi pada masa tersebut. 
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Abdul Wahhab Khalaf memberikan sedikit tambahan pendapat 
tentang persyaratan dalam memfungsikan mas}lah}ah mursalah dari beberapa 
pendapat lain mengenai hal tersebut, yakni:
46
 
1. Sesuatu yang dianggap maslahat haruslah berupa maslahat hakiki yang 
memiliki arti bahwa maslahat tersebut merupakan sesuatu yang benar-
benar akan mendatangkan kemanfaatan atau secara tidak langsung juga 
akan menolak kemadhorotan, dan maslahat tersebut bukan merupakan 
dugaan yang hanya melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.  
Penjelasan tentang ketentuan persyaratan mas}lah}ah mursalah dapat di 
kelompokkan secara umum dan secara khusus berdasarkan porsi kebutuhan 
hukum baru bagi masyarakat ataupun berdasarkan sifat permasalahannya yang 
samar-samar sehingga membutuhkan kesungguhan dan ketelitian para 
Mujtahid dalam menetapkan hukum baru tersebut, adapun persyaratan 
mas}lah}ah mursalah secara umum menurut keterangan Ulama’ adalah : 
1. Mas}lah}ah mursalah hendaknya maslahat yang bersifat umum. 
2. Adanya kesesuaian pertimbangan hukum antara maslahat dengan tujuan 
syariah atau maqa>s}id as-Shari>’ah, maka dengan adanya pertimbangan 
tersebut dapat mencegah adanya dalil yang menolaknya. 
3. Maslahat tersebut harus masuk akal dalam artian maslahat tersebut 
memiliki sifat yang dapat diterima oleh pemikiran siapapun. 
4. Pemakaian dalil maslahat bertujuan untuk menghilangkan kesulitan yang 
sedang atau akan terjadi.   
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Adapun tambahan tentang persyaratan mas}lah}ah mursalah secara 
khusus yang dilihat dari pertimbangan istinbat hukumnya adalah sebagai 
berikut: 
1. Mas}lah}ah mursalah hendaknya maslahat yang dapat dipastikan dan 
bukanlah merupakan hal yang samar-samar atau perkiraan dan rekayasa 
saja. 
2. Mas}lah}ah mursalah hendaknya maslahat yang disepakati oleh orang-orang 
Islam tentang keberadaanya dan terbukti diperaktikkan dalam kehidupan 
mereka. 
3. Sesuatu yang dianggap maslahat haruslah berupa maslahat hakiki yang 
memiliki arti bahwa maslahat tersebut merupakan sesuatu yang benar-
benar akan mendatangkan kemanfaatan dan maslahat tersebut bukan 
merupakan dugaan yang hanya melihat kepada akibat negatif yang 
ditimbulkannya. 
Beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa mas}lah}ah 
mursalah sebelum menjadi acuan penetapan hukum Islam atau istinbat hukum 
Islam memang harus melalui pertimbangan beberapa hal demi terciptanya 
kemanfaatan yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas terkhusus 
masyarkat Islam dalam sebuah kepentingan kehidupan mereka. 
3. Kedudukan dan Kehujjahan Mas}lah}ah Mursalah 
Kalangan ulama ushul meberikan perbedaan pendapat tentang 
kedudukan dan kehujjahan mas}lah}ah mursalah dalam hukum Islam, baik yang 
menerima ataupun menolaknya karena sifatnya yang tidak terdapat dalam nas 



































Alquran dan hadis. Uraian pejelasan perbedaan pendapat para ulama mazhab 
ushul tentang penerimaan dan penolaknnya akan dibahas secara ringkas, 
sebagai berikut: 
a. Kelompok pertama yang menerima dan mengatakan bahwa mas}lah}ah 
mursalah sebagai salah satu bentuk sumber hukum dan sekaligus hujjah 
syari’ah  adalah pendapat Imam Ma>lik beserta pengikutnya dan Imam 
Ah}mad. Adapun Imam Ma>lik dan pengikutnya serta Imam Ah}mad 
menjadikan mas}lah}ah mursalah sebagai dalil hukum dan hujjah dalam 
menetapkan hukum.
47
 alasan atau argumen kelopok pertama ini 
menjadikan mas}lah}ah mursalah sebagai dalil atau kehujjahan syari’ah 
yakni: 
Pertama, menyamakan hukumnya sebagaimana zaman para 
sahabat yang telah menghimpun Alquran dalam satu mushaf dan keadaan 
ini berlandaskan kehawatiran Alquran yang bisa musnah, oleh karena itu 
pengumpulan Alquran dalam satu mushaf demi kemaslahatan. Dalam 
perakteknya para sahabat telah menggunakan metode mas}lah}ah mursalah 
yang memang tidak ditemukan dalil yang melarang ataupun 
menyuruhnya. 
Kedua, mas}lah}ah mursalah sebagai bagian dari tujuan syariat 
meskipun tidak disebutkan secara terang dan jelas dalam nas. 
Ketiga, perkembangan zaman yang mengakibatkan kebutuhan 
hukum baru yang terus berkembang disetiap tempat dan kejadiannya yang 
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tidak dapat diprediksi, jika kemaslahatan yang dibutuhkan manusia 
diabaikan begitu saja, maka manusia akan mengalami kesulitan padahal 
Alquran tidak menginginkan kesulitan bagi manusia itu sendiri. 
b. Kelompok kedua yang menolak mas}lah}ah musralah sebagai hujjah 
syari’iyah ialah mazhab Hana>fi>, dan mazhab Sya>fi’i, adapun alasannya 
adalah sebagai berikut: 
Pertama, menurut kelompok ini Allah menolak sebagian 
maslahat dan mengakui sebagian yang lainnya. Sementara mas}lah}ah 
mursalah adalah hal yang meragukan, sebab mas}lah}ah mursalah bisa jadi 
hukum yang ditolak atau diakui keberadaannya. Oleh karena itu, 
mas}lah}ah mursalah tidak mungkin dan tidak dapat digunakan sebagai 
alasan dalam pengambilan hukum. 
Kedua, bisa jadi pengambilan hukum mas}lah}ah mursalah itu 
berdasarkan hawa nafsu atau kepentingan pribadi yang tidak diketahui 
secara jelas dalilnya. 
Ketiga, penggunaan hukum mas}lah}ah mursalah akan 
menimbulkan perbedaan hukum karena perbedaan zaman dan lingkungan. 
Perbedaan pendapat antara kelompok yang menerima ataupun yang 
menolak mas}lah}ah mursalah sebagai kehujjahan pengambilan hukum Islam 
terletak pada sudut pandangnya saja, pendapat kelompok yang menerimanya 
alasannya terfokus pada syarat-syarat yang dibenarkan oleh syarak dan bukan 
berdasarkan hawa nafsu ataupun suatu hal yang menyimpang dari kebenaran. 
Sedangkan pendapat yang menolak mas}lah}ah mursalah sebagai landasan 



































pengambilan hukum adalah berlandaskan kehati-hatian para ulama karena 
kemaslahatan yang dihasilkan dari mas}lah}ah mursalah sifatnya masih 
diragukan untuk dijadikan sebuah ketetapan hukum itu tidaklah benar selama 
mas}lah}ah mursalah berpijak pada pencarian pada keserasian dan sejalan 
dengan tujuan syariat meskipun tidak ada nas yang menjelaskannya tetapi 
memiliki tujuan syariat yang sama dengan nas itulah yang dinamakan 
mas}lah}ah mursalah.48 
Sebaliknya dengan pendapat yang menerima mas}lah}ah mursalah 
sebagai kehujjahan hukum, para ulama yang menolaknya menjelaskan bahwa 
semua kemaslahatan sudah dijelaskan secara terperinci dalam nas dan bila 
mas}lah}ah mursalah termasuk hal yang dituntut oleh syariat untuk dipelihara 
tidak bertentangan denga nas boleh dipertimbangkan kedudukannya sebagai 
pengambilan hukum. 
Inti sari dari beberapa pendapat di atas, bahwa banyaknya persoalan 
yang bermunculan, mas}lah}ah mursalah dapat menjadi solusi sebagai jawaban 
yang mengandung maslahat dan dihajatkan oleh manusia dalam membangun 
kehidupan mereka yang memang tidak ditemukan satu dalil pun dalam nas, 
kebutuhan ini akan terus berlangsung sepanjang masa di berbagai tempat 
dengan perbedaan latar belakang sosial budaya yang berbeda-beda 
sebagaimana telah di praktikkan penggunaannya oleh ulama sepanjang sejarah 
dalam pemikiran hukum Islam. 
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SEJARAH DAN TINJAUAN UMUM PENGEMBALIAN HADIAH KHITBAH 
MENURUT HUKUM PERKAWINAN DI YAMAN 
  
A. Sejarah Negara Yaman 
Republik Yaman terletak di ujung barat daya Semenanjung Arab 
sekaligus Laut Merah dan Samudra Hindia, luas wilayahnya hampir sama dengan 
Prancis dan sebagian besar wilayahnya berupa gurun yang gersang. Adapun luas 
wilayahnya adalah 472.099 km, populasi penduduknya sekitar 20.975.000 
penduduk dan kota Sanaa menjadi ibukota negara itu, sedangkan Riyal Yaman 
(YER) ialah mata uang yang digunakan dan bahasa resmi negara Yaman yakni 
bahasa Arab.
49
 Penduduk Yaman berasal dari kaum Bani Qathan yang merupakan 
keturunan Ya’rub bin Qathan, Bani Qathan ini berasal dari daerah Mesopotamia 
yang bermigrasi menuju Jazirah Arab bagian selatan yakni Yaman. Salah satu 
alasan yang mendukung imigrasi Bani Qathan adalah karena letak geografis 
Yaman yang berada di lintas Arab Selatan yang didukung keadaan geografis 
Yaman yang memiliki gunung-gunung sehingga curah hujan cukup banyak dan 
menjadikan tanah Yaman subur, makmur dan dianugrahi kekayaan serta 
keberkahan di antara tanah Jazilah Arab lainnya. Oleh dasar kenikmatan tersebut, 
semuanya dapat dimanfaatkan seperti membuat bendungan-bendungan air dan 
waduk kemudian membuat kanal-kanal dan jembatan-jembatan air untuk 
membagi-bagikan air tersebut. Bahkan tanah subur yang tercipta dari sistem
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pengairan (irigasi) yang teratur sehingga negeri Yaman mendapat julukan 
‚Arabia Felix‛ yang berarti Tanah Arab yang berbahagia.50  
Peradaban dan kebudayaan masa sebelum Islam masuk ke negara Yaman 
memiliki kisah-kisah menarik yang mewarnai sejarah Yaman pra Islam yang 
dikuasai oleh kerajaan-kerajaan di Yaman, adapun kerajaan-kerajaan yang 
memiliki puncak kejayaan adalah kerajaan Ma’in dan kerajaan Qutban dalam 
kurun waktu sekitar 1200-650 SM. Kerajaan Ma’in berdiri sekitar 1200-650 SM 
yang terletak di Yaman Utara dengan ibukota Karna dan dihuni orang-orang 
Ma’in yang merupakan kaum yang sangat besar dari kalangan Bani Qathan, 
adapun bentuk pemerintahannya adalah sistem monarki yang demokratis artinya 
kekuasaan raja dibatasi oleh Undang-Undang. Sedangkan sistem mata 
pencaharian utama orang-orang Ma’in adalah berniaga dan bercocok tanam, 
kepercayaan orang-orang Ma’in yang belum mengenal agama adalah animisme 
yang menyembah roh-roh nenek moyang, menyembah dewa dewi, menyembah 
berhala, ada juga yang memiliki kepercayaan menyembah malaikat dikarenakan 
menurut kepercayaannya malikat merupakan putra Tuhan sehingga tak salah 
untuk menuhankannya, dan sebagian lagi menyembah jin, ruh dan hantu.
51
 
Kerajaan Qutban berdiri di Yaman Selatan kurang lebih pada tahun 1000 SM 
dengan ibukota Qutban, kerajaan Qutban adalah kerajaan di bawah kekuasaan 
kerajaan Ma’in yang artinya kerajaan Qutban berdiri karena adanya taktik 
kerajaan Mai’in untuk memperkuat kekuasaan kerajaan Ma’in itu sendiri. 
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Keterkaitan kerajaan Qutban dan kerajaan Mai’in begitu erat sehingga memiliki 
kedudukan yang stabil dan dapat dilihat dari peradabannya yang tinggi serta 
memiliki kekuasaan yang mampu dikontrol dengan baik sehingga masyarakatnya 




Allah Swt dapat melebihkan sebagian makhluknya di atas sebagian yang 
lainnya, begitu juga seperti perumpamaan bulan ramadan adalah sebaik-baik 
bulan, hari jumat sebaik-baik hari dalam seminggu, kota suci Makkah dan 
Madinah adalah kota yang paling Allah cintai dan semua ini karena hikmah 
Allah. Bahkan Allah memberikan karuniaNya kepada siapa saja yang Dia 
kehendaki. Demikian pula halnya dengan negeri Yaman,  Allah Swt telah 
memuliakan negeri Yaman diantara negeri-negeri lainnya di dunia ini setelah 
Makkah dan Madinah dan penduduknya adalah orang-orang yang lembut hatinya, 
santun tutur katanya, dan cepat dalam menerima kebenaran. Hal ini sesuai 
dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 54: 
ٍْميكٍنًمْ َّدىتٍرىػيٍْنىمْاٍويػنىمىأْىنٍيًذَّلاْاىهيىأىيْْىٍينًنًمٍؤيمٍلاْىىلىعْ
وٌةلًذىأْيوىنوُّب ًييَْ ىكٍْميهُّػب ًييَْ
ًـٍوىقًب ْيللهاًْتأىيْ ىؼوىسىفًْوًنيًدٍْنىع
ًْوًيتٍؤيػيًْللهاْيلٍضىفْ ىكًلاىذْ وًمئىلاْىةىمٍوىلْ ىفٍويػفاىىيَْىلاْ ىكًْللهاًْليًب ىسًْفِْىفكيدًهىييَْىنًٍيرًفىكٍلاْىىلىعْوةَّزًعىأْيللهاىك ْيءاىشىيٍْنىمْ
ًْساىكْهميًلىعْهع  
 
Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang 
murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum 
yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya, yang 
bersikap lemah lembut terhadap orang yang mu’min, yang bersikap keras 
terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak 
takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, 
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diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas 




Kitab tafsir muyassar memberikan sedikit penjelasan tentang ayat 
tersebut, yakni: ‚Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti 
Rasul-Nya serta melaksanakan Syariat-Nya,  barang siapa dari kalian ada orang 
yang meninggalkan agamanya dan menggantikannya dengan agama Yahudi dan 
Nasrani maupun agama lainnya, maka mereka itu tidak dapat memudaratkan 
Allah sedikitpun, dan Allah akan mendatangkan kaum yang lebih baik dari 
mereka, yang Allah cintai dan mereka mencintai-Nya, mereka mengasihi orang-
orang Mukmin dan tegas terhadap orang-orang kafir, berjihad memerangi musuh-
musuh Allah dan tidak takut kepada siapa pun di jalan Allah. Kenikmatan 
tersebut termasuk bagian dari karunia Allah yang diberikan-Nya kepada siapa 
saja yang dikehendakinya. Dan Allah Maha luas karunian-Nya, lagi Maha 
Mengetahui orang yang berhak mendapatkannya dari para hamba-Nya‛.54 
Ayat tersebut juga memiliki beberapa perbedaan pendapat ahli tafsir 
mengenai makna ayat yang terkandung didalamnya, ada yang menjelaskan bahwa 
kaum yang dimaksud dalam ayat di atas adalah kaum ‘Anshor dan ada yang 
mengatakan maksudnya adalah Abu Bakar As-Sidiq ra yang di masa 
kekholifahan beliau, beliau memerangi orang-orang yang murtad. Namun, 
pendapat yang lebih kuat mengenai identitas kaum yang disinggung dalam ayat 
di atas sebagaimana dijelaskan oleh Imam al Qurtubi dalam tafsirnya adalah 
penduduk negeri Yaman kaumnya sahabat Abu Musa al Ash-‘ash’ari ra. 
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Selanjutnya turunnya ayat ini terang Imam Al Qurtubi, berkenaan dengan kabilah 
yang bernama al-Ash’ari. Dalam riwayat disebutkan: setelah ayat ini turun, 
beberapa rombongan kapal dari kabilah al-Ash’ari dan kabilah-kabilah lainnya 
dari negeri Yaman datang melalui jalur laut, mereka adalah kaum muslimin yang 
tertindas di negerinya pada masa Rasulullah Saw masih hidup dan merekalah 
yang berjasa dalam penaklukan negeri Irak melalui perang Al Qodisiyyah pada 
masa kekhilafahan Umar bin Khatab ra. Dengan demikian tidaklah heran jika 
negeri Yaman termasuk salah satu negeri yang diistimewakan oleh Allah Swt dan 
bahkan Rasulullah Saw mendoakan negeri yang dikhususkan bagi penduduk 
Sham dan Yaman agar mendapat keberkahan didalamnya karena hubungan dekat 
kedua negeri berkah tersebut dengan kota Makkah dan Madinah.
55
    
Sepeninggal Rasulullah Saw, negeri Yaman berada dalam kondisi stabil 
selama era pemerintahan khula>fatur ar-Rashidin  sehingga masyarakat di negeri 
itu banyak sekali memberikan kontribusi besar dalam perkembangan Islam 
sepeninggal Rasulullah Saw. Bahkan ungkap Wilferd Madelung dalam karyanya 
‚The Succession to Muhammad: A Study of the Early Caliphate‛ mengatakan 
suku-suku negeri Yaman memainkan peranan penting dalam penaklukan Islam di 
Mesir, Irak, Persia dan sekitarnya, Anatolia, Afrika Utara, Sisilia hingga mesir. 
Tidak hanya itu, suku-suku negeri Yaman yang menetap di Suria juga 
memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan kekuasaan Dinasti 
Umayyah, terutama pada masa pemerintahan khalifah Marwan I. Sebagaimana 
keterangan di atas, Afrika Utara dan Andalusia semasa Umayyah didirikan 
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beberapa emirat yang dipimpin oleh keturunan suku-suku Yaman dan ketika Bani 
‘Abbasiya berkuasa, Muhammad bin Abdullah bin Ziyad mendirikan Dinasti 
Ziyadiyah di Tihama pada tahun 818. Sejak abad kesebelas, negeri Yaman 
berulangkali mengalami suksesi atau pergantian kepemimpinan dari satu 
penguasa ke penguasa lainnya mulai dari Dinasti Shulayhiyah (1047 M-1138 M), 




Sejarah mencatat bahwa negara Yaman telah terpecah dalam dua 
kawasan yakni kawasan Yaman Utara dan Yaman Selatan, adapun kawasan 
Yaman Selatan dikuasai oleh Khalifah-Khalifah sunni atau ahlu sunnah wal 
jama’ah, sedangkan Yaman Utara dikuasai para Imam Syiah yang mengasaskan 
politik yang kekal hingga zaman modern yang merujuk kepada keturunan-
keturunan nabi Muhammad Saw dan Yaman Utara menjadi bagian dari Turky 
Utsmnaiyah. Yaman Utara mencapai kemerdekaan dari kekuasaan Turky 
Utsmaniyah pada tahun 1918 dan menjadi sebuah republik pada tahun 1962 yang 
sebelumnya sistem Yaman Utara dipimpin oleh sultan-sultan bergelar Imam, 
sampai kemudian kolonel Abdul Salal melakukan kudeta militer dan 
membubarkannya.
57
  Sejarah tentang Yaman Selatan bermula pada tahun 1939 
yang mana pada tahun itu pihak British menduduki pelabuhan Aden dan 
menjadikannya sebagai sebuah tanah jajahan sehingga dikenal dengan sebutan 
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negeri-negeri naungan, sehingga pada tahun 1967 pihak British mundur setelah 
mendapat tekanan dari Yaman Utara yang dibantu oleh negeri Mesir dan 
kawasan itu dikenali sebagai Yaman Selatan yang sistemnya berdasarkan sistem 
kerajaan komunis.
58
 Pada bulan November tahun 1989, presiden Ali Abdullah 
Saleh dari Yaman Utara dan Ali Salim al-Beidh dari Yaman Selatan sepakat 
menerima rancangan konstitusi negara Yaman bersatu yang sudah dirancang 
sejak tahun 1981. Beberapa isi rancangan konstitusi itu adalah dimiliterisasi 
perbatasan, satu kartu pengenal nasional dan menetapkan Sanaa menjadi ibukota 
negara Republik Yaman sehingga pada akhirnya pada tanggal 22 Mei 1990 
Republik Yaman diproklamasikan dengan Ali Abdullah Saleh sebagai presiden 
sedangkan Ali Salim al-Beidh menjadi perdana menteri. Konstitusi baru Yaman 
juga disepakati pada Mei 1990 dan diratifikasi atau disahkan pada Mei 1991, 
konstitusi ini memastikan Yaman akan menggelar pemilu bebas, sistem multi 
partai, hak rakyat memiliki properti pribadi, kesamaan di hadapan hukum dan 
menghormati HAM dengan masa transisi selama 30 bulan ditetapkan untuk 
menyelesaikan penyatuan sistem politik dan ekonomi.
59
 
Mayoritas penduduk Yaman adalah pemeluk agama Islam yang 
jumlahnya mencakup 98 persen dari populasi penduduk Yaman, ajaran Islam 
merupakan pedoman serta tuntunan pada seluruh aspek kehidupan di masyarakat 
Yaman yang bersumber dari ajaran agama Islam yang tersebar luas semenjak 
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masa Rasulullah Saw. Masyarakat Yaman terbagi menjadi dua kelompok besar 
yakni penganut mazhab Sunni yang jumlahnya mencapai 50-55 persen dari 
penduduk Muslim di Yaman dan penganut mazhab Syi’ah memiliki jumlah 
sekitar 42-47 persen, selain itu secara mazhab Sunni terbagi lagi dengan 
mayoritasnya adalah pengikut mazhab Ma>likiyah sedangkan sebagian ada yang 
mengikuti mazhab Syafi’i, 40-45 persen terkait aliran Zaidi dan 2-5 persen dari 
mazhab Ismaili. Populasi penduduk pengikut Sunni banyak menetap di wilayah 
selatan dan tenggara, adapun pengikut Syi’ah Zaidi bertempat pada bagian utara 
Yaman, sedangkan pengikut mazhab Ja’fari memilih kawasan tengah seperti 
ibukota Sanaa sebagai basisinya.
60
 Awal mula kekuatan fondasi pemikiran politik 
komunitas sunni adalah periode akhir pemerintahan Umayyah hingga periode 




Perbedaan masyarakat Yaman dalam mengikuti mazhab tidaklah luput 
dari beberapa faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah faktor politik 
sehingga terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa hal mengenai Imamah 
atau pemimpin, ijtihad, dalil-dalil syara’ dan ushul-ushulnya, serta beberapa 
hukum dalam bidang ibadah dan mu’amalah. Mazhab yang banyak digunakan 
oleh masyarakat Yaman adalah mazhab Sunni yang dinisbatkan kepada Ahli 
Sunnah, maksud dari Ahli Sunnah adalah golongan yang berpendapat bahwa Abu 
Bakar berhak menjadi khalifah setelah wafatnya Rasulullah Saw yang 
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dilanjutkan oleh Umar dan sesudahnya adalah Utsman barulah sayyidina Ali ra 
dan seterusnya, sedangkan sebagian masyarakat lainnya menganut mazhab 
Syi’ah karena beberapa faktor wilayah dan sebagainya. Mazhab Sunni yang 
menjadi mayoritas anutan dalam beribadah dan bermu’amalah tidaklah luput dari 
sejarah bagaimana kemungkinan mazhab Ma>likiyah bisa berkembang pesat di 
sana karena Imam Ma>lik adalah asli keturunan suku Yama>ni’ah atau suku 
Yaman.
62
 Imam Malik dibesarkan di Madinah, namun Imam Malik bukanlah 
penduduk asli kota Madinah karena kakeknya Abu Amir setelah masuk islam 
pada tahun 2 H ialah berasal dari kabilah Yama>ni’ah atau berasal dari daerah 
Yaman yang kemudian pindah ke kota Madinah.
63
 
Adapun mazhab Syi’ah muncul pertama kali berdasarkan keinginan 
umat muslim mengembalikan hak ahlu bait dari Abu Bakar, Utsman, khalifah 
Umamiyah dan kholifah Abbasiyin kepada keturunan Ali ra. Pada awalnya 
Syi’ah disebut sebagai orang yang menolak Umayyah dan Abbasiyah sebagai 
pemimpin umat yang sah karena keduanya dianggap tidak beriman dan amoral, 
begitu juga dengan alasan lainnya bahwa mereka meyakini berbagai opini sejak 
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B. Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M tentang Hukum Keluarga 
1. Pembahasan dalam Undang-Undang Pernikahan di Yaman 
Negara Yaman menerapkan Undang-Undang hukum keluarga 
sebagaimana dalam hukum Islam tradisional berdasarkan mazhab ulama 
salaf yang dikaji dalam berbagai mazhab hukum Islam dan kebanyakan 
didasarkan kepada mazhab Syi’ah Zaidi dan Sunni. Namun, penduduk 
Yaman selatan  menganut mazhab yang mayoritasnya Maliki, sebagian 
Syafi’i dan Hanafi dan hukum keluarga yang berlaku tidak dikodifikasi dan 
legislasi sampai akhirnya upaya reformasi hukum keluarga di Yaman Selatan 
telah dilakukan pada tahun 1974 dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 
1 tahun 1974 sebagai hukum keluarga atau sering disebut dengan Qa>nu>n al-
Usrah.  Hukum keluarga yang terdiri dari 53 pasal ini memuat aturan tentang  
perkawinan,  perceraian, akibat putusnya perkawinan, dan pemeliharaan 
anak. Walaupun dianggap cukup singkat dibandingkan dengan Undang-
Undang hukum keluarga dari negara Arab lainnya, namun dalam beberapa 
hal materi yang terdapat dalam Undang-Undang yang berlaku memiliki 
sistem berbeda dengan aturan fikih mazhab maupun hukum keluarga di 
negara lain. Beberapa materi hukum baru yang dicantumkan di dalam 
Undang-Undang No. 1 tahun  1974,  yaitu  masalah  tanggungan  biaya  
perkawinan dan nafkah keluarga, kompensasi dalam perceraian, pencatatan 
perkawinan, persetujuan calon mempelai perempuan dalam perkawinan, 
pembatasan usia nikah, larangan  perkawinan antara pasangan yang umurnya 
berbeda jauh, pembatasan poligami, pembatasan jumlah mahar, larangan 



































cerai di luar pengadilan, pembatasan perceraian serta masalah-masalah 
perkawinan lainnya yang bersifat umum dan teknis yudisial.
65
 
Setelah penyatuan Yaman Utara dan Yaman Selatan seluruh 
Undang-Undang yang ada diberlakukan bagi kedua wilayah tersebut, adapun 
Undang-Undang hukum keluarga yang berlaku saat ini adalah Undang-
Undang Yaman No. 27 tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang No. 20 
tahun 1992 tentang hukum keluarga yang saat ini digunakan sebagai acuan 
hakim dalam menanganani kasus hukum keluarga di masyarakat Yaman 
khususnya tentang perkara pernikahan.  
2. Sistematika Pembahasan di dalam Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 
1998 M 
Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M terdiri dari IV Buku, 
XI Bab dan 347 Pasal, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:   
Buku I (Hukum Perkawinan) menjelaskan proses pra pernikahan 
sampai terjadinya pernikahan, setiap aturan yang dijelaskan di dalamnya 
adalah kepentingan setiap pihak mulai dari hak dan kewajiban mempelai 
yang nelangsungkan pernikahan. Sestematikanya terdiri dari beberapa bab, 
adapun Bab I tentang Khitbah di jelaskan pada Pasal 2 sampai Pasal 5. 
Setelah Bab I kemudian Bab II tentang Akad Nikah yang terdiri dari 
beberapa bagian: Bagian Kesatu ‚rukun dan syarat perkawinan‛ di jelaskan 
pada Pasal 6 sampai Pasal 14, Bagian Kedua ‚perwalian dalam perkawinan‛ 
di jelaskan pada Pasal 16 sampai Pasal 18 dan terakhir adalah Bagian Ketiga 
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‚larangan perkawinan‛ yang di jelaskan pada Pasal 24 sampai Pasal 26. 
Adapun penjelasan selanjutnya adalah penjelasan Bab III tentang Hukum 
Perkawinan yang terdiri dari beberapa bagian di dalamnya setelah penjelasan 
pra nikah samapai terjadinya akad nikah, penjelasannya adalah sebagai 
berikut: Bagian Kesatu ‚ketentuan umum‛ yang terdapat pada Pasal 30 
sampai Pasal 31, Bagian Kedua ‚mahar‛ yang di jelaskan dalam Pasal 33 
sampai Pasal 39, dan terakhir adalah Bagian Ketiga ‚10 kebaikan dalam 
perkawinan‛ yang di jelaskan dalam Pasal 40 sampai Pasal 42. 
Setelah penjelasan mengenai proses pra pernikahan sampai 
terjadinya pernikahan maka penjelasan selanjutnya adalah Bab I tentang 
Putusnya Perkawinan penjelasannya di dalam Pasal 45 sampai Pasal 53. 
Selanjutnya Bab II mengenai Talak dan Khuluk yang dijelaskan pada Bagian 
kesatu ‚talak dan hukum-hukumnya‛ pada Pasal 58 sampai Pasal 69 dan 
Bagian kedua ‚khuluk dan hukum-hukumnya‛ pada Pasal 72. Bab IV 
menjelaskan tentang Z{iha>r, I>la>’, Lia>n, dan Mafqu>d66 yang dibagi menjadi 
beberapa bagian seperti: Bagian Kesatu ‚z}iha>r dan hukum-hukumnya‛ pada 
Pasal 91 sampai Pasal 99, Bagian Kedua ‚i>la>’ dan hukum-hukumnya‛ pada 
Pasal 103 dan terakhir Bagian Ketiga ‚lia>n dan hukum-hukumnya‛ Pada 
Pasal 108 sampai Pasal 120. 
Penjelasan selanjutnya adalah Bab I tentang Ketentuan Umum yang 
terdiri dari beberapa bagian seperti: Bagian Kesatu ‚ketetapan nasab‛ pada 
Pasal 127 sampai Pasal 132, Bagian Kedua ‚susuan dan hukum-hukumnya‛ 
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pada Pasal 137 dan penjelasan terakhir adalah Bagian Ketiga ‚pemeliharaan 
anak‛ pada Pasal 139 sampai Pasal 143. Bab II menjelaskan tentang Nafkah 
kemudian dibagi menjadi dua bagian seperti: Bagian Kesatu ‚nafkah istri‛ 
pada Pasal 150 sampai Pasal 153 dan Bagian Kedua ‚nafkah beberapa 
kerabat‛ pada Pasal 159 sampai Pasal 166. 
Buku II tentang Hibah yang menjelaskan seluruh ragkaian hibah 
mulai dari penerimaannya dan penolakan penerimaannya apabila ada 
beberapa syarat dan rukun yang tidak terpenuhi, adapun penjelasannya ada 
pada Bab I Hibah yang dijelaskan di beberapa bagian seperti: Bagian Kesatu 
‚rukun dan syarat hibah‛ pada Pasal 171, Bagian Kedua ‚hukum hibah dan 
manfaatnya‛ pada Pasal 184 sampai Pasal 186 dan terakhir adalah Bagian 
Ketiga ‚syarat dan hukum pengembalian hibah‛ pada Pasal 196 sampai Pasal 
197. Bab II tentang Persamaan dalam Hibah dan Hukumnya di jelaskan pada 
Bagian Kedua ‚shadaqah‛ pada Pasal 207, Bagian Ketiga ‚nadar‛ pada Pasal 
209 sampai Pasal 218, Bagian Keempat ‚‘umra>67 dan ruqba>‛68 pada Pasal 
223 sampai Pasal 224 dan Bagian Kelima ‚perbedaan dalam hibah‛ pada 
Pasal 225. 
Buku III tentang Wasiat yang dijelaskan pada Bab I Rukun, Syarat, 
Batalnya Wasiat dan Hukumnya yang memiliki beberapa bagian di 
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milikmu‛, yakni barang hibahnya dikembalikan kepada siapa yang matinya terakhir antara 
penghibah dan penerima hibah. 



































antaranya: Bagian Kesatu ‚rukun dan syarat wasiat‛ pada Pasal 229 sampai 
Pasal 232, Bagian Kedua ‚batalnya wasiat‛ pada Pasal 233, Bagian Ketiga 
‚hukum-hukum wasiat‛ pada Pasal 235 sampai Pasal 255, Bagian Keempat 
‚pengembalian dari penolakan dan penerimaan wasiat‛ pada Pasal 257 
sampai Pasal 258 dan Bagian Kelima ‚wasiat wa>jibah‛ pada Pasal 260. 
Adapun Bab II tentang Was{i> atau ‚Penerima Wasiat‛ yang dijelaskan pada 
Bagian Kesatu ‚pengertian penerima wasiat dan syarat-syaratnya‛ pada 
Pasal 261 sampai Pasal 267, Bagian Kedua ‚penanganan penerima wasiat 
dan upah imbalannya‛ pada Pasal 273 sampai Pasal 289, Bagian Keempat 
‚kewajiban penerima wasiat sesuai dengan ketentuan yang berlaku‛ pada 
Pasal 293, Bagian Kelima ‚jaminan penerima wasiat‛ pada Pasal 295 dan 
Bagian Keenam ‚habisnya wasiat bagi penerima wasiat‛ pada Pasal 297 
sampai Pasal 298. 
Terakhir adalah Buku IV tentang Hukum Kewarisan yang di 
jelaskan pada Bab I tentang Ketentuan Umum pada Pasal 299 sampai Pasal 
307, Bab II tentang Ketetapan Faraid pada Pasal 314, Bab IV Hijab pada 
Pasal 324, Bab VI Kewarisan Dawi>l Ar-h}a>m pada Pasal 326, Bab VII 
Kelayakan Penerima Tirkah dari Jalur Nasab pada Pasal 328 dan terakhir 







































C. Aturan Pengembalian Hadiah Khitbah dalam Undang-Undang Yaman No. 27 
tahun 1998 M tentang Hukum Keluarga  
Pasal (59-71) Undang-Undang keputusan Republik No. 20 tahun 1992 
tentang hukum keluarga akan dihapus.
69
 Undang-Undang ini berlaku sejak 
tanggal dikeluarkan dan diumumkan dalam berita resmi.
70
 
Isi sebagian dari Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M tentang 
hukum keluarga didasarkan dari mazhab yang berlaku disana. Adapun ketentuan 
pengembalian hadiah khitbah juga diatur secara terang dan tegas di dalam 
pembahasan Undang-Undang Yaman, sebagai berikut: 
ْ
ى
لماْىداػػْية(4ْ:)1-ًْْلْيك ْلًْْمْىنْْىلاًْطاًْبْىٍينْْىعلاْيدٍْكًْؿْْىعًْنًْْلاٍْطْىبًْة  
2-ًْْاْىذْىْك اْىفاْْىعلاْيدٍْكْيؿًْْمٍْنْْىجًْناًْبْْى
لماٍْخْيطْىبوًْةْْىكْىجْىبْْىعْىلٍْػيْىهْىرْاُّْدْْىلاْىدْىياًْبْاْىْعٍْيًنْىهًْاْاْىذْىْك اْىناٍْتْْىقًْئاْىمْنةْْىًْكاَّْلاْىفًْْمٍْػثْىلْىهْا












(1) Kedua belah pihak boleh membatalkan proses khitbah. 
(2) Apabila pihak wanita yang membatalkan, maka ia wajib mengembalikan 
hadiah khitbah. Apabila hadiahnya sudah lenyap maka ia cukup 
mengembalikan ganti atau harganya, harga ini sesuai dengan harga di hari 
penerimaan tersebut. 
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Undang-Undang Yaman tahun 1998 M Pasal 2 bab Khitbah. 
70
Ibid., Pasal 3 bab Khitbah. 
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Ibid., Pasal 4 bab Khitbah. 



































(3) Apabila pihak pria yang membatalkan, ia tidak diwajibkan apa apa. 
(4) Jika batalnya disebabkan kematian atau bukan dari keinginan kedua belah 





(1)  Apabila pembatalan ini mengakibatkan kerugian, maka pihak yang 
menyebabkan batalnya proses khitbah harus menanggung apa yang 
ditetapkan hakim sebagai gantirugi jika kedua belah pihak membawanya ke 
pengadilan. 
Penjelasan di atas adalah ketentuan pengembalian hadiah khitbah dalam 
aturan Undang-Undang Yaman yang berlaku saat ini, adapun aturan 
ketentuannya berdasarkan pendapat ijtihad Imam Ma>liki yang memberikan 
pandangan pendapatnya dari pertimbangan pengambilan hukum beliau yang 
memang secara nyata belum dijelaskan di dalam nas Alquran dan hadis maupun 
sumber hukum Islam lainnya tentang ketentuan tata cara pembatalan khitbah 
salah satunya ketentuan pengembalian barang-barang yang diberikan ketika 
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Ibid., Pasal 5 bab Khitbah. 




































Analisis Mas}lah}ah Mursalah terhadap  Ketentuan Pengembalian 
Hadiah Khitbah dalam Undang-Undang Yaman  
No. 27 tahun 1998 M 
Seperti halnya pernikahan, didalam khitbah terdapat syarat-syarat yang 
harus dilakukan seperti tunangan hanya boleh dilakukan pada perempuan yang 
perawan serta tidak dalam pinangan orang lain, apabila perempuannya sudah 
janda maka harus menunggu sampai masa idahnya habis, anggota tubuh yang 
boleh dilihat saat tunangan juga hanya sebatas wajah dan telapak tangan dan 
masih banyak lagi syarat-syarat yang lainnya. Berdasarkan penjelasan bab-bab 
sebelumnya, khitbah merupakan pembahasan yang sering diperhatikan sebelum 
melangsungkan pernikahan karena khitbah merupakan awal proses sebelum 
terjadinya pernikahan mulai dari ketertarikan calon mempelai dengan 
memperhatikan beberap hal seperti: pemilihan calon mempelai yang dilihat dari 
agama, keilmuan, harta, serta fisiknya yang menjadi pertimbangan penting 
sebelum melanjutkan ke proses peminangan, sebelum mengutarakan 
keinginannya dalam keseriusan ingin meminang maka perlu adanya 
pertimbangan status perempuan yang akan dipinang tersebut sedang memiliki 
hubungan dalam pinangan orang lain atau tidaknya dan perempuan tersebut tidak 
dalam masa idah sampai proses akhir khitbah yang mempertemukan kedua belah 
calon mempelai beserta keluarganya agar terjalin silaturrahmi yang akan 
mempersatukan kedua calon mempelai beserta keluarganya di masa yang akan 
datang setelah terjadinya pernikahan. Berdasarkan kebiasaan masyarakat 



































setempat, adat tukar cincin atau adat yang lainnya menjadi simbol 
khitbah yang disesuaikan dengan adat calon mempelai. Fokus analisis bab ini 
terbagi menjadi dua bagian, yakni analisi ketentuan pengembalian hadiah khitbah 
dalam Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M dan analisis mas}hlah}ah 
mursalah terhadap ketentuan pengembalian hadiah khitbah dalam Undang-
Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M.  
 
A. Analisis Ketentuan Pengembalian Hadiah Khitbah dalam Undang-Undang 
Yaman No. 27 tahun 1998 M 
Penjelasan tentang ketentuan khitbah dalam Undang-Undang Yaman 
No. 27 tahun 1998 M terdapat pada Buku I, Bab I Khitbah dan pembahasannya 
dimulai dari Pasal 2 sampai Pasal 5, sedangkan fokus pembahasan tentang 
ketentuan pengembalian hadiah khitbah terdapat pada Pasal 4 dan Pasal 5. 
Adapun isi pembahannya adalah sebagai berikut: 
(يةىداػػى
لما4ْ:)1-ْْىٍينًبًطاىلاْىنًمْ ليكًلًْةىبٍطًلاًْنىعًْؿٍكيدىعلا  
 2-َّْلاًاىكْنةىًمئاىقٍْتىناىْك اىذًاْاىهًنٍيىًعبْاىيا ىدىلاُّْدىرْاىهٍػيىلىعْ ىبىجىكًْةىبويطٍخى
لماًْبًنا ىجٍْنًمْ يؿٍكيدىعلاْىفاىْك اىذًاْا ىهىلٍػثًمىفْ
ْىفًْبًطاىلاًْبًناىجٍْنًمْ يؿٍكيدىعلاْىفاىْك اىذًاىكْ،ًضٍبىقلاْـىٍوىػيْاىهيػت ىمَّيًقٍْكىاًْوٍيىًلاْاىيا ىدىلاْيةىداىعًاْ يب ًىيَْ ىلا.  
 3-َّزلاْ ىفٍكيدْ ىؿاىحْ وضًراىًعبٍْكىاًْوٍيًفْ ًٍينىػفٍرَّطلاًْد ىحىًلأْ ىدىيْ ىلاْ وبىبىسًبٍْكىاًْةاىفىوٍلًابْيةىبٍطًلاًْتىهىػتٍػناْاىذًاْ ىلاىفْيجاىك
ْنةىداىعًْةىكًلٍهىػتٍسي













































(1) Kedua belah pihak boleh membatalkan proses khitbah. 
(2) Apabila pihak wanita yang membatalkan, maka ia wajib mengembalikan 
hadiah khitbah. Apabila hadiahnya sudah lenyap maka ia cukup 
mengembalikan ganti atau harganya, harga ini sesuai dengan harga di hari 
penerimaan tersebut. 
(3) Apabila pihak pria yang membatalkan, ia tidak diwajibkan apa apa. 
(4) Jika batalnya disebabkan kematian atau bukan dari keinginan kedua belah 
pihak atau faktor luar, biasanya jika hadiahnya sudah lenyap maka tidak 
wajib mengembalikannya. 
Pasal 5: 
(1) Apabila pembatalan ini mengakibatkan kerugian, maka pihak yang 
menyebabkan batalnya proses khitbah harus menanggung apa yang 
ditetapkan hakim sebagai gantirugi jika kedua belah pihak membawanya ke 
pengadilan. 
Oleh sebab penjelasan sejarah terbentuknya Negara Yaman pada bab 
sebelumnya, maka sumber-sumber hukum qo>nu>n atau Undang-Undang di Yaman 
terutama tentang pernikahan tidak berbeda jauh dengan sumber-sumber hukum 
Islam. Selain itu sistematika sumber hukum yang dijadikan acuan dalam 
pembentukan  Undang-Undang Yaman tidak luput dari pengaruh mazhab yang 
berlaku di tengah-tengah kehidupan masyarakat Yaman pada umumnya, dari 
penjelasan tentang sistem geografis dan keadaan penduduk serta kemajuannya 



































dalam pengembangan ilmu hukum Islam maka dapat disimpulkan bahwa setelah 
Alquran, hadis, dan seterusnya, Undang-Undang Yaman khususnya Undang-
Undang No. 27 tahun 1998 M tentang hukum keluarga itu didominasi oleh 
pendapat Imam-Imam mazhab yang dipandang mampu menjawab permasalahan 
masyarakat yang mendesak meskipun tidak terdapat di dalam nas dengan tujuan 
agar terciptanya kebaikan dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat negara 
Yaman.  
Tujuan adanya penetapan aturan Undang-Undang No. 27 tahun 1998 M 
tentang hukum keluarga di Yaman yang salah satunya membahas tentang 
khitbah mulai dari proses penerimaan akad khitbah sampai ke jenjang pernikahan 
dan tata cara pembatalan mulai dari proses pembatalannya sampai pengembalian 
hadiah khitbah, tidak lain hanya ingin memberikan solusi bagi permasalahan 
yang ada di tengah-tengah masyarakat Yaman yang membutuhkan hukum baru 
yang diperlukan sehingga menghindari kesenggangan dan kerusuhan di negara 
tersebut apabila tidak adanya aturan yang mengaturnya. Oleh karena 
permasalahan yang muncul, Pemerintah negara Yaman memberi ketegasan 
dengan menetapkan hukum baru yang berpedoman dari ijtihad para Imam 
mazhab seperti Imam Ma>lik yang merupakan Ulama’ terkemuka dan banyak 
diikuti oleh mayoritas masyarakat Yaman. Penerapan pendapatnya sebagai 
aturan yang berlaku diperlukan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat 
muslim agar tetap tercipta keharmonisan bagi kedua belah pihak dan keluarganya 
walaupun terjadi pembatalan khitbah sebelum akad pernikahan terjadi. Maka 
pertimbangan pendapat dari ijtihad Imam Ma>lik tersebut di angkat dan di 



































resmikan menjadi bagian dalam Undang-Undang No. 27 tahun 1998 M tentang 
hukum keluarga di negara Yaman yang salah satunya terdapat pada Pasal 4 dan 
Pasal 5.   
B. Analisis terhadap Implikasi Mas}lah}ah Mursalah dalam Ketetapan Undang-
Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M tentang Pengembalian Hadiah Khitbah 
Kandungan yang terdapat di dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang 
Yaman No. 27 tahun 1998 M adalah untuk mencegah sengketa di tengah-tengah 
masyarakat Yaman akibat perbedaan adat masing-masing yang sedang 
bersengketa masalah putusnya khitbah atau peminangan, dengan adanya 
ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 dalam Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 
M diharapkan mampu menyatukan kedua belah pihak yang sedang bersengketa 
akibat masalah putusnya khitbah tersebut. Tujuan utamanya adalah agar tercipta 
keharmonisan bagi kedua belah pihak dan keluarganya walaupun terjadi 
pembatalan khitbah sebelum akad pernikahan terjadi, terciptanya kebaikan dan 
kemanfaatan bagi seluruh masyarakat negara Yaman adalah impian dan cita-cita 
Pemerintah negara Yaman yang memunculkan hukum baru dengan ijtihadnya 
dalam mengisi kekosongan hukum di tengah-tengah masyarakat Yaman. Adapun 
isi kandungan, tujuan dan manfaat Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Yaman 
No. 27 tahun 1998 M itu sesuai dengan mas}lah}ah mursalah dalam bentuk 
Perundangan yang mana sebelumnya berupa pendapat fikih para Ulama’ mazhab, 
mas}lah}ah mursalah memilik arti sebuah kebaikan yang dibutuhkan manusia dan 
bermanfaat bagi kehidupan manusia itu sendiri tanpa menimbulkan sebuah 
kemudaratan bagi seseorang yang mengambil mas}lah}ah mursalah sebagai acuan 



































dalam mengambil hukum baru dan tujuannnya ialah terciptanya kebaikan dan 
kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa 
merusaknya dan mas}lah}ah mursalah itu berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan 
yang patut dan layak digunakan sesuai kebutuhan manusia. 
Adapun beberapa pendapat Ulama’ Imam Mazhab tentang ketentuan 
pengembalian hadiah khibah itu memang berbasis mas}lah}ah dengan tujuan untuk 
mendapatkan kemanfaatan dan mencegah kemudaratan dengan teori mas}lah}ah 
mursalah yakni memunculkan hukum baru karena tidak adanya dalil yang 
menjelaskannya secara tegas dan jelas dengan mempertimbangkan kemanfaatnya 
lebih besar dari pada kemudaratannya jika hukum itu digunakan atau diterapkan. 
Salah satu ketentuan persyaratan mas}lah}ah mursalah yang telah 
dijelaskan pada bab sebelumnya adalah mengenai sebuah permasalahan baru yang 
muncul dan membutuhkan solusi hukum baru agar tidak terjadi kekosongan 
hukum karena tidak adanya nas ataupun hadis yang mengaturnya, oleh karena itu 
Pasal 4 dan Pasal 5 di dalam Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M bisa 
dikategorikan sebagai hasil dari metode istinbat hukum melalui mas}lah}ah 
mursalah.  Berdasarkan penjelasan tentang persyaratan mas}lah}ah mursalah, 
maaka dapat di kelompokkan secara umum dan secara khusus berdasarkan porsi 
kebutuhan hukum baru bagi masyarakat ataupun berdasarkan sifat 
permasalahannya yang samar-samar, adapun persyaratan mas}lah}ah mursalah 
secara umum menurut keterangan Ulama’ adalah : 
 
 




































1. Mas}lah}ah mursalah hendaknya maslahat yang bersifat umum. 
2. Adanya kesesuaian pertimbangan hukum antara maslahat dengan tujuan 
syariah atau maqa>s}id as-Shari>’ah, maka dengan adanya pertimbangan 
tersebut dapat mencegah adanya dalil yang menolaknya. 
3. Maslahat tersebut harus masuk akal dalam artian maslahat tersebut 
memiliki sifat yang dapat diterima oleh pemikiran siapapun. 
4. Pemakaian dalil maslahat bertujuan untuk menghilangkan kesulitan yang 
sedang atau akan terjadi.   
Adapun tambahan tentang persyaratan mas}lah}ah mursalah secara khusus 
yang dilihat dari pertimbangan istinbat hukumnya adalah sebagai berikut: 
1. Mas}lah}ah mursalah hendaknya maslahat yang dapat dipastikan dan 
bukanlah merupakan hal yang samar-samar atau perkiraan dan rekayasa 
saja. 
2. Mas}lah}ah mursalah hendaknya maslahat yang disepakati oleh orang-orang 
Islam tentang keberadaanya dan terbukti diperaktikkan dalam kehidupan 
mereka. 
3. Sesuatu yang dianggap maslahat haruslah berupa maslahat hakiki yang 
memiliki arti bahwa maslahat tersebut merupakan sesuatu yang benar-
benar akan mendatangkan kemanfaatan dan maslahat tersebut bukan 
merupakan dugaan yang hanya melihat kepada akibat negatif yang 
ditimbulkannya. 



































Adapun beberapa pertimbangan Pasal 4 dan Pasal 5 dalam Unadang-
Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M sehingga masuk pada kategori mas}lah}ah 
mursalah, yakni: 
1. Tidak adanya aturan secara tegas yang menjelaskan tentang ketentuan 
pengembalian hadiah khitbah di dalam nas ataupun hadis dan dalil-dalil 
qat}’i. Maka pemerintah Yaman menetapkan hukum baru yang bertujuan 
untuk kemaslahatan masyarakat Yaman. Pasal 4 dan Pasal 5 di dalam 
Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M memiliki kandungan 
kemaslahatan yang sejalan dengan hukum syara’ dengan keinginan 
kemaslahatan itu terwujud bagi seluruh umat dan mampu menjadi solusi 
untuk mengisi kekosongan hukum bagi masyarakat yang sedang atau akan 
bersengketa akibat putusnya khitbah atau peminangan, meskipun secara 
formal tidak terdapat ketentuan dalil Alquran maupun hadis yang 
menjelaskan proses batalnya khitbah yang salah satunya penjelasan tentang 
ketentuan pengembalian hadiah khitbah. 
2. Kemaslahatan yang terkandung di dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-
Undang Yaman No. 27 Tahun 1998 M tidak terdapat dalil yang 
menolaknya karena  kategorinya sejenis dengan maqa}<s}id shari’ah yang 
sama-sama memiliki tujuan agar terwujudnya syariat yang bersifat d}aru>ri> 
atau pokok, sehingga kemanfaatannya dapat digunakan oleh seluruh 
masyarakat Yaman. Implementasi mas}lah}ah mursalah terhadap Pasal 4 dan 
Pasal 5 di dalam Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M adalah 



































dalam tujuan untuk menghilangkan kesulitan yang sedang atau akan terjadi 
pada masa tersebut. 
3. Mas}lah}ah mursalah yang digunakan adalah maslahat yang dapat dipastikan 
dan bukanlah sebuah hal yang samar-samar atau pekiraan dan rekayasa 
saja.
73
 Maka ketetapaan Pasal 4 dan Pasal 5 adalah bukti kepastian hukum 
yang dapat diwujudkan sebagai pedoman bagi seluruh masyarakat dan 
hakim dalam permasalahan perbedaan pendapat ataupun adat istiadat 
mengenai ketentuan pengembalian hadiah khitbah agar selaras dalam 
ketentuannya. Sifat pastinya yakni ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 dapat 
mengindarkan potensi sengketa masyarakat Yaman akibat batalnya proses 
khitbah sebelum pernikahan, dengan memberikan keadilan bagi kedua 
calon mempelai dan keluarga yang sedang atau akan tersakiti apabila tidak 
adanya ketentuan pengembalian hadiah khitbah seperti yang dijelaskan 
secara tegas dan jelas di dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Yaman 
No. 27 tahun 1998 M. 
4. Pendapat Imam al-Ghaza>li> yang kutip oleh Jalaluddin Abdurrahman dalam 
kitabnya al-Mas}a>lih al-Mursalah wa Makanatuha fi al-Tasyri’ 
menyebutkan bahwa mas}lah}ah mursalah hendaknya maslahat yang 
disepakati oleh orang-orang Islam tentang keberadaanya dan terbukti 
diperaktikkan dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu permasalahan yang 
muncul akibat tidak adanya nas Alquran maupun hadis ataupun dalil 
lainnya yang menjelaskan tentang proses pengembalian hadiah khitbah bagi 
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Zaky al-Din Sha’ban, Ushul al-Fiqh al-Isami ..., 173. 



































umat muslim menjadi pertimbangan utama para imam mazhab dalam 
menyelesaikan permasalahan tersebut, seperti Imam Ma>lik yang memiliki 
pendapat bahwa: ‚Bila pembatalan dilakukan oleh pihak lelaki, ia tidak 
berhak menarik kembali hadiah yang telah diberikan. Sebaliknya, jika 
pembatalan berasal dari pihak wanita, maka si laki-laki yang meminang 
berhak menarik kembali hadiah yang diberikan, baik barangnya masih 
seperti sedia kala atau sudah habis. Jika sudah habis maka ia berhak 
mendapatkan penggantinya. Kecuali jika ada adat atau syarat tertentu yang 
berlaku maka adat atau syarat wajib dilaksanakan‛. Adapun pendapat 
Imam Ma>lik adalah pendapat yang dijadikan landasan dasar adanya 
ketentuan pengembalian hadiah khitbah di dalam Pasal 4 dan Pasal 5 
Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M karena mayoritas penduduk 
Yaman adalah penganut mazhab Ma>likiyah. Oleh sebab masyarakat Yaman 
yang bermazhab Ma>likiyah maka di lembaga Legislatif yang mewakili 
seluruh mazhab di Yaman, memilih ketentuan pendapat Imam Ma>lik 
mengenai ketentuan pengembalian hadiah khitbah yang kemudian 
dijadikan sebagai bagian dari Undang-Undang pernikahan yang berlaku 
saat ini. 
5. Hasil ketetapan pengambilan hukum baru mengenai ketentuan 
pengembalian hadiah khitbah di dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang 
Yaman No. 27 tahun 1998 M adalah maslahat yang bersifat umum bagi 
seluruh masyarakat dan umat Islam khususnya. Isi kandungan kemanfaatan 
di dalamnya dapat digunakan oleh seluruh masyarakat yaman yang 



































beragama Islam maupun tidak, dan ketetapannya tidak memihak kepada 
golongan manapun sehingga dapat dimanfaatkan oleh kalangan umum.
74
 
6. Pendapat Imam Ma>lik tentang ketentuan persyaratan mas}lah}ah mursalah 
yang salah satunya yakni mas}lah}ah mursalah hendaknya bersifat masuk 
akal.
75
 Oleh karena itu ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 dalam Undang-
Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M memiliki sifat yang dapat diterima 
dengan pemikiran yang rasional meskipun diajukan kepada kelompok 
rasionalis maka akan tetap diterima dalam keadaan apapun. Penerapan 
ketentuan pengembalian hadiah khitbah apabila prosesnya batal adalah 
disebabkan tujuan utama khitbah yakni pernikahan putus, sehingga perlu 
adanya ketentuan yang mengatur permasalahan ini dengan tegas dan jelas 
agar tidak merugikan pihak yang akan melangsungkan ikatan suci 
pernikahan meskipun pada akhirnya tidak terjadi pernikahan akibat 
putusnya proses khitbah.  
7. Abdul Wahhab Khalaf memberikan sedikit tambahan pendapat tentang 
persyaratan dalam memfungsikan mas}lah}ah mursalah dari beberapa 
pendapat lainnya yakni, ketentuan hukum menggunakan metode mas}lah}ah 
mursalah yang dianggap maslahat haruslah berupa maslahat hakiki.76 
Artinya bahwa maslahat yang terkandung di dalam Pasal 4 dan Pasal 5 
merupakan sesuatu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau 
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secara tidak langsung juga akan menolak mad}orot akibat tidak adanya 
hukum yang jelas mengaturnya. 
Penjelasan mengenai Pasal 4 dan Pasal 5 di dalam Undang-Undang 
Yaman No. 27 tahun 1998 M yang dapat dikategorikan sebagai metode istinbat 
hukum baru pemerintah Yaman melalui mas}lah}ah mursalah yang semata-mata 
adalah upaya untuk menciptakan kedamaian dari problematika masyarakat yang 
muncul akibat tidak adanya kejelasan mengenai pengembalian hadiah khitbah di 
dalam dalil-dalil qot}’i maupun yang lainnya, dengan adanya ketetapan mengenai 
tata cara pengembalian hadiah khitbah, di dalamnya mengandung harapan agar 
tidak terjadi sengketa lagi di tengah-tengah masyarakat Yaman karena faktor 






















































Analisis mas}lah}ah mursalah tentang ketentuan pengembalian hadiah 
khitbah dalam Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 
1. Analisis ketentuan pengembalian hadiah khitbah dalam Undang-Undang 
Yaman No. 27 tahun 1998 M adalah sebuah aturan pemerintah Yaman yang 
diperlukan meskipun tidak adanya ketentuan nas Alquran ataupun Hadis 
sebagai acuan istinbat hukum. Meskipun ketentuannya sudah dibahas oleh 
Ulama’ Imam Mazhab namun pembahasnnya hanyalah pendapat fikih Ulama’ 
mazhab saja dan belum berkekuatan tetap. Aturan legislasi dari qo>nu>n ini 
bertujuan untuk memberikan jawaban dari persoalan-persoalan yang bisa 
terjadi akibat putusnya peminangan atau khitbah dan kemanfaatannya dapat 
digunakan bagi seluruh penduduk Yaman ataupun penduduk negara lainnya 
jika memiliki persamaan dalam permasalahan tersebut. 
2. Berdasarkan hasil analisis mas}lah}ah mursalah terhadap ketentuan 
pengembalian hadiah khitbah dalam Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 
1998 M, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M, 
aturan pengembalian hadiah khitbah tersebut dapat dikategorikan sebagai 
mas}lah}ah mursalah karena tidak ada dalil yang legal dalam Nas Alquran dan 
hadis, sehingga ketentuan tersebut adalah hasil ijtihad pemerintah negara 
Yaman untuk menjawab problematika yang diperlukan masyarakat Yaman. 


































1. Produk kebiasaan masyarakat adalah adat istiadatnya, hal tersebut tidak diatur 
secara rinci dalam agama Islam. Oleh karena itu, perlu adanya kearifan dan 
kebijaksanaan masyarakat yang bersangkutan dalam menyikapi adat istiadat 
tersebut. Tidak terkecuali tentang perbedaan dalam prosesi khitbah di masing-
masing penjuru dunia. 
2. Pemerintah sebagai pemimpin bagi rakyat seharusnya dapat mengembangkan 
hukum baru yang memang belum ada aturan yang menjelaskan tentang 
permasalahan perbedaan adat tentang proses pasca putusnya khitbah, adapun 
Undang-Undang Yaman yang dikaji adalah sebagai contoh negara yang berani 
mencetuskan hukum baru bagi masyarakatnya dengan harapan mampu 
menjadi pedoman seluruh masyarakat dunia terutama pemerintah dalam 
menjawab problematika perbedaan adat istiadat proses pasca putusnya 
khitbah di masyarakat. 
3. Skripsi yang penulis teliti ini sungguh memerlukan pengembangan 
kedepannya karena teori akan terus berkembang dan memerlukan 
pembaharuan, apabila ada pembahasan yang terlewatkan ataupun tidak 
tercantumkan pembahasannya. Maka penulis membuka kritik maupun saran 
dari pembaca yang membangun demi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya 
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